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ABST

Program PUKK (Pembinaan U
merupakan pemberian pinjaman modal ke
koperasi dengan tujuan untuk membantu
kesulitan dalam mengembangkan usahan
dapat dengan menggunakan jaminan/agun

pegawai PT.Telkom yang masih aktif bekg

Jniversitas Jember

RAKSI

Isaha Kecil dan Koperasi) PT.Telkom
erja atau investasi pada pengusaha kecil dan
para pengusaha menengah kebawah yang
ya. Pinjaman PUKK Telkom ini diberikan
an ataupun hanya dengan rekomendasi dari

erja tanpa disertail dengan agunan apapun.

Tujuan penulisan skripsi ini antara lain untuk mengkaji mengenai pelaksanaan

dari program PUKK dalam prakteknya vyl

pengetahuan hukum yang menyangkut te

dengan perlindungan terhadap pengembal
Adapun hasil vang didapat vaitu

pengembalian pinjaman yang diberi}

ang kemudian dibandingkan menurut ilmu
ntang keefektifan jaminan dalam kaitannya
an pinjaman yang telah disalurkan.

pentuk rekomendasi tidak dapat menjamin

fan.  Karena kedudukan dari  pemberi

rekomendasi ini tidak sama dengan penjamin dalam hortogcht guaranty. Sehingga

dalam hal ini antara praktek dan teori mey
Bertolak dari hal tersebut, maka
skripsi ini adalah dengan melakukan pen
dengan mengkaji bahan hukum primer d
pengumpulan data berupa studi literaturg
hukum yang ada.
Darn pembahasan dan kajian yang

pemberian rekomendasi secara hukum tig

urut hukum tidak sama.

metode yang digunakan dalam penulisan
idekatan masalah secara yuridis normative
an bahan hukum skunder melalui metode

dan wawancara sebagai pendukung fakta

diberikan diambil kesimpulan bahwasannya

lak dapat mengikat perekomendasi sebagai

penjamin kecuali ada perjanjian yang dikhususkan dalam bentuk perjanjian

penanggungan/perjanjian perorangan (g1
menggunakan system kehati-hatian dimat
survey/penelitian yang dilakukan terhada)
dilakukan pada mitra binaan sebagai upa
binaan/debitur.

iaranfy). Untuk pelaksanaan program ini
na yang lebih difokuskan adalah mengenai

p calon mitra binaan dan pembinaan vang

va penanggulangan wanprestasi oleh mitra

4
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I PENDA

1.1 Latar Belakang

Krisis yang menimpa Indonesia
ekonomi mengalami stagnasi. Salah sg
sulitnya untuk memperoleh modal usaha
dalam produksi.

Dana untuk memperoleh modal u
di lembaga perbankan. Namun akiba
terhadap perkreditan yakni semakin s
kredit

tersebut.  Mengingat

demikiay

Jn'\’@'r§

(HULUAN

menyebabkan pembangunan di bidang
tu faktor vang paling dirasakan adalah

padahal modal merupakan faktor utama

saha tersebut biasanya didapat dari kredit
| krisis ekonomi ini membawa imbas
isahnya pengusaha untuk mendapatkan

) ketatnya seleksi  perbankan dalam

mengucurkan kreditnya, belum lagi ru

itnya prasedur yang harus dilalui oleh

debitur dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusannya,

disamping itu bunga vang dibebankanpu
Terutama salah <atu kendala

kalangan usaha kecil dan menengah

diherikan pada hank menginpat madal/y
digunakan sebagai jaminan untuk menda

Dalam rangka mendorong keg

terciptanya pemerataan pembangunan

kesempatan berusaha, perlulah kiranva

koperasi agar menjadi tangguh dan ma;

hidup masyarakat serta mendorong tumd

usaha kecil dan koperasi.

Usaha kecil merupakan bagian

kegiatan ekonomi rakyat mempunyai ked

untuk mewujudkan struktur perekonon

berdasarkan demaokrasi ekonomi. Sehing
tangan dalam pengembangan usaha k

pemerintah kemudian mengembangkan

demikian hesar

vang menjadi momok tersendiri bagi
vakmi dalam hal jaminan vang harus
fekavaan mereka tidak mencukupi untuk
patkan kredit di Rank

patan  dan pertumbuhan e¢konomi dan
melalu perluasan lapangan keria dan
dikembangkan potensi usaha kecil dan
ndini sehingga dapat meningkatkan taraf

puhnya Kemitraan antara RUMN dengan

mtegral dunia usaha yang merupakan
udukan, potensi, dan peran yang strategis
pian nasional yang makin berkembang
pa perlu kiranya pemerintah turut campur

eeil dan koperasi ini. Melalui BRUMN

2
1

Program Pembinaan Usaha Kecil Dan
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Kaoperaai vang disingkat dengan PUKK.
modal usaha dengan bunga lunak dan sy{

Sehingga dalam program ini dy

Universitas Jember

PUKK ini merupakan program pinjaman
tem bagi hasil (syanah)

harapkan menciptakan usaha kecil dan

koperasi yang dapat berperan serta me
kerja menuju terwuiudnya perekonomi
mendorong tumbuhnya kemitraan berus
dan koperasi.

PUKK ini dilaksanakan ber
kekeluargaan. keterkaitan, efisiensi. d
untuk dapat menjangkau seluruh wil
potensi masing-masing daerah yang bers

Pinjaman modal usaha dalam Py
vang diselenggarakan lewat BUMN, khy

perluas kesempatan usaha dan lapangan
n vang tangguh dan mandin disamping

ha antara perusahaan dengan usaha kecil

sarkan asas pemerataan, kemitraan,
n efektifitas. Pemerataan dimaksudkan
yah Indonesia dengan memperhatikan
ngkutan,

IKK imi merupakan program Pemerintah

sus untuk daerah Jawa Timur berjumlah

sekitar 53 BUMN pembina baik berbentyk PT maupun Perum dengan koordinator

BRUMN pembinanya diserahkan pada PT

Pelaksanaan PUKK oleh BUMN
Menteri Keunangan nomaor 3 16/KMK 01
60/KMK.016/1996 tanggal 9 Februari 19
1 Jum 1996 (Surat dari Departemen Ke
selaku Pembina Usaha Kecil dan K{
keberhasilan dari pelaksanaan progran
dimaksud dalam Ke
19R/KMKL.016/199R tanggal 24 Maret 19

PT. Telkom baru pada tahun 2001 kg

sebagaimana

program ni setelah dikeluarkannya Sy
Nomor : S-20/M-BUMN/2001. Sebelun
Indonesia. Namun karena dirasa ki
PT.Telkom. Untuk PT Telkom divre V

dana paling sedikit S miliar. Sedangkan

PN XI.

pembina mengacu pada Surat Keputusan
/1994 tanggal 27 Juni 1994, jo nomor
96 jo nomor 266/KMK 016/1997 tanggal
hangan R1 yang ditujukan kepada BUMN
pperast di seluruh  Indonesia). Sedang
n PUKK akan dinilai pada saat RUPS
putusan  Menteri  Keuangan nomor
98 tentang Penilaian Kesehatan BUMN
marin resmi kembali sebagai pelaksana
rat Keputusan Menteri Negara BUMN
pmya PUKK ini dikelola oleh PT. Pos
rang efektif kemudian dialihkan ke
latim, tahun i1 (2002) mengalosikan

nkhir tahun lalu Telkom divre V Jatim
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telah menyerahkan bantuan program

(Koperindo, 2001). Dan untuk alokasi d

miliar.

Pinjaman PUKK in1 penvaluray

Daerah (Datel), sebah merekalah vang t
masing-masing pengusaha atau koperasi
yang akan dibantu.

Pinjaman lunak yang disalurkan

Universitas Jember

PUKK tersebut senilai Rp.731 miliar
Jana dalam tahun 2002 ini berkisar Rp S

mya melalut koordinasi kantor Telpon
entu mengetahui potensi maupun kondisi

(koperasi pada umumnya dan Kopegtel)

lewat Program Pembinaan Usaha kecil

dan Koperas) ini mempunyai karakteriguk tersendiri yang membedakan dengan

lembaga perbankan pada umumnya. Ping

Program Pembinaan usaha Kecil dan

aman modal usaha vang disalurkan lewat

Koperasi (PUKK) inm1 diberikan dalam

bentuk sedemikian rupa dengan tanpa meninggalkan unsur-unsur ataupun syarat-

syarat pemberian kredit perbankan pada
tidak dinginkan yakni kredit macet
pinjamannya) namun tidak menghilang
pemohonannya karena semuanya itu dity
vang kondusif dan peluang usaha vang s¢
Untuk 1tu penulis ingin mengkd
Program yang dibina oleh PT Telkom
Sehingga dalam skripsi ini penulis 1
YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
KOPERASL (PUKK) ANTARA P
DENGAN PENGUSAHA KECIL / K(Q

1.2 Ruang Lingkup
Pembahasan skripsi ini penulig

dari perjaniian pinjaman maodal usaha d

oleh PT TELKOM Kandatel Jember da

umumnya agar tidak terjadi hal-hal yang
peminjam tidak dapat mengembalikan
kan unsur kemudahan dalam prosedur
jiukan untuk menciptakan iklim bernsaha
luas-luasnya.

it dan menganalisis lebih lanjut tentang
di Kandatel Jember ini pada khususnya
nengambil judul tentang “TINJAUAN
| PEMBINAAN USAHA KFECH DAN
I'TELKOM KANDATEL JEMBER
IPERASL”

membatasi hanva mengenai pelaksanaan

alam program PUKK vang dilaksanakan

bagaimana upava penangeulangan serta

penyelesaiannya apabila terjadi wanpréstasi terhadap perjanjian vang telah di

sepakati dan juga mengenai akibat-akab

pinjaman dengan rekomendasi (tanpa 14

hukum apa saja vang timbul dari adanva

iminan) serta pinjaman dengan jaminan
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apabila debitur wanprestasi sesuai dengdn 1si perjanjian PUKK antara PT Telkom

Kandate!l Jember dengan Usaha Kecil dap Koperasi

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar balakang yang telah penulis jabarkan di atas dan

disesuaikan dengan judul skripsi yang diambil, maka rumusan masalah yang

nantinya dibahas dalam skripsi i yaitu
k.

?Q

1.4 Tujuan Penulisan

Bagaimana mekanisme pelaksanaan pinjaman modal usaha melalui program
PUKK i ?

Apa saja Akibat hukum yang timbul dari penggunaan rekomendasi  dan
pinjaman dengan jaminan apabila debitur wanprestasi ?

Bagaimana upaya penanggulangan| serta penyelesaian vang ditempuh PT.

Telkom Kandatel Jember apabila dgbitur wanprestasi ?

Dalam penulisan skripsi ini gda beberapa tujuan vang ingin dicapai,

vakni dibagi dalam 2 bagian, tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan umum
L.

1

1.4.2 Tujuan Khusus

l.

Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum
Universitas Jember
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dengan cara membandingkan
ilmu yang didapat dan bangku kuljah yang berupa teori-teori dengan dalam
praktek sesungguhnya
Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi para pihak
yang tertarik dengan permasalahgn yang menyangkut perjanjian pinjam
meminjam pada umumnya dan perjanjian dalam program PUKK ini pada

khususnya

Adapun tujuan khusus dalam sKripsi ini yaitu
Untuk mengetahui mekanisme pinjaman modal usaha dalam pragram PUKK
dalam prakteknya
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2. Untuk mengatahui dan menganalis
Telkom Kandatel lember apabila dd
3

dengan jaminan dalam hal debitur y

1.5 Metodologi Penulisan

Metode yang digunakan untuk
syarat sebagai karya ilmiah vaitu
1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan data vang
digunakan dalam skrinsi in1 melalui mg
data empiris. Metode yuridis normatif
data skunder (RonnyHanitijo, 1990:10).
Yang mana metode yuridis normativel
peraturan dan feori-teart hukum serta d
terkait yang berhubungan dengan permas
Metade vuridis emniric dilakukan denga
di lapangan.
1.5.2 Sumber Data

Sumber data vang dipergunaka;
1.5.2.1 Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh mel

hasil konsultasi, informasi dar pihak din
1.5.2.2 Sumber Data Skunder

Data yang diperoleh dari has
bacaan/literature, peraturan perundang

dengan judul skripsi ini.

Universitas Jember

b upaya penyelesaian yang ditempuh PT.

hitur wanprestasi

Untuk mengetahui akibat hukum dari penggunaan rekomendasi dan pinjaman

vanprestasi

memperoleh data agar memenuhi syarat-

|y
=}

valid, maka pendekatan masalah vang
tode yuridis normative didukung dengan

dilakukan dengan menggunakan sumber

dilakukan dengan mengkail peraturan-
pkumen-dokumen /data arsip dari instansi

falahan vang dihahas

n mengadakan penelitian dan pengamatan

h yaitu -

alui proses penelitian di lapangan berupa

nana penelitian dilakukan.

il penelitian kepucstakaan berupa bahan

rundangan serta artikel yang berkaitan
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1.5.3 Metode Pengumpulan Data
1.5.3.1 Wawancara

Pengumpulan data dilakukan

melalui Tanya jawab secara langsung

dengan bagian SDM PT Telkom Kandatel Jember mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan permasalahan yang aks
1.5.3.2 Studi Literatur

Pengumpulan datanya dilak
perundang-undangan, literature, artikel

pelaksanaan PUKK (Program Pembinaay

1.5.4 Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh
metode deskriptit’ kualitatif, vaitu deng
data primer maupun sumber data skung

selanjutnya disimpulkan.

in dibahas dalam skripsi ind

ukan dengan mempelajari  peraturan

maupun administrasi pembukuan dari

h Usaha Kecil dan Koperasi).

kemudian dianalisa dengan menggunakan
hn cara data yang diperoleh dari sumber

jer dikaitkan sehingga saling menunjang,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Univ ?é]t_as JRMDEF. siakaan |
Vo | vERSTAS SRR

e

I FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

PT. Telkom sebagai salah saty BUMN pemasok laba yang besar bagi
pemerintah, berdasarkan surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-20/M-BUMN/2001
dengan merujuk pada S-40/MK.5/2001| maka pengelolaannya dilaksanakan sendiri
oleh PT.Telkom, sebenarnya pada sekitar tahun 1994 PT Telkom.Tbk pernah

melaksanakan program serupa namun karena suatu hal tertentu akhirnya pelaksanaan

program tersebut diserahkan pada PT.Pos Indonesia.

Dana yang digunakan untuk mengoprasikan program PUKK dalam bentuk
Pinjaman modal usaha yang dikelola olgh PT.Telkom ini berasal dari penyisihan laba
bersih perusahaan PT Telkom, dengan alokasi dana yang khusus diperuntukkan untuk
program ini yaitu sebesar 1% hingga [3% setiap tahunnya. Program PUKK yang
berupa pemberian pinjaman lunak ini ditujukan pada pengusaha kecil dan koperasi
vang mempunyai prospek bagus pamun  kekurangan modal usaha untuk
pengembangannya.

PT.Telkom dalam pelaksanaan pgrogram pinjaman PUKK ini penvalurannva
melalut koordinast kantor Daerah (Datgl), sebab merekalah vang tentu mengetahui

potensi maupun kondisi masing-masing|pengusaha atan koperasi vang akan dibantu

Untuk divre (devisi regional) V Jawa Tumur terdiri dari 5 (lima) kantor daerah vakni :
Surabaya Barat. Surabaya Timur, Malang, Madiun dan daerah Jember. Daerah
Jember sendiri menangani/terdiri dari 5 grea. yang biasanya dipanggil dengan sebutan
area camar ini meliputi ; Kandatel Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso,
Probolinggo dan Lumajang. Jadi untuk |area Camar penyaluran program PUKK ini
ditangani oleh Kandatel Jember yang membawahi daerah Banyuwangi, Lumajang,
Situbondo, Probolinggo dan Bondowosp. Sedangkan untuk Unit PUK (Pembinaan

Usaha kecil) sendin berada di Telkom Bandung.
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Karena program ini merupakan program Pemerintah yang dimaksudkan untuk

membina usaha kecil dan koperasi agd
perusahaan besar lainnva di era globalis
diberikan dengan persvaratan sesedg
mempergunakan jaminan seperti haly
perbankan.

Pada bulan Desember, sesuai
37/Pro.000/Pukeo/2001 tentang PUKK
penyaluran pinjaman PUKK. Jadi pelakg
Jember telah 2 kali menyalurkan pinjan
periode tahun 2002 ini dilakukan dalam
diberikan Rp. 1 juta hingga Rp. 20 juta
antara 6 % hingga 9% pertahun.

Pinjaman gelombang pertama p
2001) disalurkan pinjaman modal usal
koperasi ponpes Al Fatah dan Kopegtel

pertama ini ( khusus untuk area Camar)

r mampu berkembang dan bersaing dengan
asi maka program pinjaman modal usaha ini
rhana mungkin  dan juga dapat tidak

va pinjaman yang diberikan di lembaga

dengan Petunjuk Pelaksanaan Intern (KD
) PT.Telkom Jember mulai melaksanakan
anaan program PUKK PT Telekom kandatel
nannya, dimana penyaluran pimjaman PUKK
setiap triwulan dengan jumlah pinjaman yang

per usaha kecil/koperasi dan bunga berkisar

nda sekitar akhir Desember (31 Desember
na pada 3 koperasi vaitu koperasi Unmuh,
Jember dengan alokasi dana imtuk triwnlan

rejumlah Rp. 70 juta. Sedangkan untuk tahun

2002 ini penvaluran pinjaman dilakuKan pada 13 pengusaha kecil dan 1 (satu)

koperasi kopegtel probolinggo tanggal
sebesar Rp. 145 juta. (hasil wawancara dg

Adapun data pengusaha kecil dan
dari PT.Telkom pada bulan Maret 2(
berikut :

24 maret kemarin, dengan alokasi dana
engan Bpk. Efendi Telkom)
koperasi vang memperoleh pinjaman PUKK

)02 (gelombang/periode 11) adalah sebagai
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2.2 DASAR HUKUM

10

Dasar hukum vang digunakan dalam skrips} ini yaitu :

1.

2

(&8 ]

Pasal 1131 K.U H.Perdata

“Segala kebendaan si berutang, bajk yang bergerak maupun tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun vang baru akan ada di kemudian hari menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Pasal 1132 K.U.H Perdata

“Kebendaan tersebut menjadi jamipan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanva . pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bag
menurut keseimbangan, yaitu menyrut besar-kecilnya piutang masing-masing,
kecuali apabila diantara para berpifitang itu ada alasan-alasan yang sah untuk

didahulukan™

Pasal 1133 K.U H Perdata

“Hak untuk didahulukan diantardg orang-orang berpiutang terbit dan hak

istimewa, dan gadai dan dan hipotik

Pasal 1134 ayat (1) dan (2) K.U.H.Perdata

Pasal 1139 K U H Perdata
Pasal 1149 K U H Perdata

Pasal 1238 K.1J.H.Perdata

“Sj berutang adalah lalai, apabila ip dengan surat perintah atau dengan sebuah

akta sejenis itu telah dinyatakan

alai atau demi perikatannya sendiri, ialah

jika ini menetapkan, bahwa si berjitang harus dianggap lalai dengan lewatnya

waktu yang ditentukan™

Pasal 1313 K U H Perdata

“Suatu perjanjian adalah suatu pefbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satujorang atau lebih™
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14.

19,

16.

. Pasal 1339 K. U H Perdata

Digital Repository |

Pasal 1320 K.U.H Perdata
“Untuk sahnya perjanjian diperiuk3
a. sepakat mereka yang mengikat
b. kecakapan untuk membuat sug
¢. suatu hal tertentu
d. suatu sebab yang halal™

Pasal 1330 K. U H.Perdata

Pasal 1338 K.U.H Perdata

Universitas Jember

[N empat syarat, yaitu
kan dirinya
tu perikatan

11

“Semua perjanjian yang dibuat s¢cara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak, atau karena alasan-alpsan yang oleh undang-undang dinyatakan

cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakap dengan itikad baik =

“Suatu perjanjian tidak hanya m

dinyatakan di dalamnya tetam jugf

perjanjian, diharuskan oleh kepatu

Pasal 1365 K. U H Perdata

engikat untuk hal-hal vang dengan tegas
untuk segala sesuatu yang menurut sifat
an, kehiasaan, atau undang-undang™

“Tiap perbuatan melanggar hukun, yang membawa kerugian kepada searang
lain, mewajibkan orang vang kgrena salahnva menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut™

Pasal 1366 K U H Perdata

“Setiap orang bertanggung jawab hidak saja untuk kerugian vang disebabkan

perbuatannya. Tetapn juga untuk
kekurang hati-hatiannya™

Pasal 1754 K. U H Perdata

Pasal 1765 K.U.H . Perdata

kerugian vang disebabkan kelalaian atau

“Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau

lain barang vang menghabis kareng

pemakaian”
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2.3 LANDASAN TEORI
2.3.1 Pengertian Perjanjian

2.3.1.1 Perjanjian Secara Umum

Digital Repository Universitas Jember
12

Keputusan Menteri Keuangan RI Np. 316/KMK.016/1994 Tentang Pedoman
Pembinaan Usaha Kecil dan Koperagi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian
Laba BUMN,
Keputusan Menteri Keuangan RI N(). 60/KMK 016/1996 Tentang Perubahan
n Rl No. 316/ 1994 Tentang Pedoman

Pasal 3 Keputusan Menteri Keuang

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperagi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian
ILaba BUMN.

Keputusan Menteri Keunangan Rl N 266/KMK 016/1997 Tentang Perubahan
Pasal 1 Keputusan Menteri Keuanggn RI NO. 316/KMK.016/1994 Tentang

Perubahan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/ 1994

- SE NO. 31/MK/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program PUKK.
. S-40/MK-5/2001 Perihal Pengelolaan Dana PUKK
- S-20/M-BUMN/2001 Perihal Dana PUKK dari deviden bagian Pemerintah yang

berasal dan laba bersih PT. Telkom, Tbk tahun 2000

. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi

Indonesia, Tbk. No : KD.26/PS 150/SIDM-10/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang

Proyek Pengelolaan Dana Pembinaan {Jsaha Kecil.

. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi

Indonesia, Tbk. No : KD.34/PR 000/PUK-00/2001 Tanggal 30 Nopember 2001

Tentang Penetapan Tingkat Bunga Pinjaman Sistem Konvensional dan Bagi

Hasil Sistem Syariah Untuk Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi.

. Keputusan Direksi Perusahaan (Perserp) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. No.

KD 37/PR-000/PUK000/2001 Tentang| PUKK.

Perjanjian  adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan

(vermogensrechtelijke betrekking) antara |dua pihak atau lebih dalam mana pihak
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yang satu berkewajiban memberikan seg

mempunyai hak terhadap prestasi itu. (Mog

Menurut kebiasaan (sparaakgebu

Jniversitas Jember
13

uatu prestast atas mana pihak vang lain
th Chidir dkk, 1993:35)

) perjanjian adalah semua persetujuan

(afspraken) yang menimbulkan akibat hukum atau yang mengharapkan suatu akibat
hukum, tanpa menghiraukan apakah akibat hukum tersebut merupakan terlaksananya
perikatan atau tidak. (Prawirohamidjojo, 1979:85)
Sedangkan J.Satrio (1995) membag perjanjian tersebut menjadi dua bagian

yakni perjanjian dalam arti luas dan perjanjian dalam arti sempit. Dalam arti luas

suatu perjanjian berarti setiap perjanjian

yang dikehendaki (atau dianggap dikehey

vang menimbulkan akibat hukum sebagai

idaki) oleh para pihak. Dalam arti sempit

perjanjian disini hanya ditujukan kepada h
hukum kekayaan saja seperti yang dimaks

Pengertian dari perjanjian itu sen
pasal 1313 yakni suatu perbuatan dengan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Bentuk dari prestasi yang ditimbul
vakni memberikan sesuatu, berbuat ses
memberikan sesuatu ini misalnya kew
perjanjian jual beli, berbuat sesuatu
pekerjaan, dan tidak berbuat sesuatu
tembok dll.

Untuk berlakunya suatu perjanjian

bungan-hubungan hukum dalam lapangan
d oleh buku 1T K. U H Perdata.
ri dalam K.U.H.Perdata dijabarkan dalam

mana satu orang atau lebih mengikatkan

an dart perjanjian tersebut ada 3 macam
u, dan tidak berbuat sesuatu. Contoh dari
jiban untuk menyerahkan barang dalam
isalnya dalam perjanjian pemborongan

isalnya berjanji untuk tidak membangun

yang mengikat para pihak secara hukum,

maka harus memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian sebagaimana yang

diatur dalam pasal 1320 K. U H. Perdata yai

1. Sepakat mereka yang mengikatk

[S¥]

Kecakapan untuk berbuat suatu

Suatu hal tertentu

dn

Suatu sebab yang halal

fu:
an dirinya

herikatan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository

Dalam hukum perjanjian dapat dij
diketahui yaitu :
a. Sistem terbuka/asas kebebasan berkon

Asas in1 mempunyai arti bahwa seti
saja walaupun belum atau tidak diatur dal
ini kebebasan berkontrak tersebut tidakla
tidak bertentangan dengan ketertiban umu
b. Bersifat pelengkap (optional)

Hukum perjanjian bersifat pelengka
boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak

membuat ketentuan-ketentuan tersendiri y

undang-undang. Tetapi apabila dalam perj

maka diberlakukan ketentuan undang-und
c. Bersifat konsensual

Artinya perjanjian itu terjadi sejak §
pthak . Dengan kata lain perjanjian itu sud
saat tercapainya kata sepakat antara para

ante
&_.M.I.U

d. Bersifat obligatoir

Artinya perjanjian vang dibuat {
menimbulkan hak dan kewajiban saja, bd
Hak milik baru berpindah, apabila diper

yang bersifat kebendaan (Muhammad. 199

2.3.1.2 Pengertian Perjanjian Hutang
Perjanjian pinjam meminjam/hutang
pada pasal 1754 — 1769. Dalam pasa

perjanjian pinjam meminjam tersebut seba

niversitas Jember
14

mpai beberapa asas penting yang perlu

rak
p orang boleh mengadakan perjanjian apa
m Undang-undang. Walaupun berlaku asas

boleh bertentangan dengan kesusilaan, dan

artinya pasal-pasal dalam undang-undang
1g membuat perjanjian menghendaki dan
ng menyimpang dar ketentuan pasal-pasal
anjian yang mereka buat tidak ditentukan,

ng.

aat tercapainya kata sepakat antara pihak-

ah sah dan mempunyai akibat hukum sejak

TV O LTS
LR AN l&\dllu

ihak i pokok perjanjian

pleh pihak-pthak itu baru dalam taraf
lum memindahkan hak milik (ownership).
anjikan tersendiri yang disebut perjanjian
2:84)

Piutang
> piutang diatur dalam K.U H Perdata yakni
I 1754 K.U.H.Perdata memberi definisi

eai berikut
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“Perjanjian pinjam meminjam 1alal
memberikan kepada pihak yang |

yang menghabis karena pemakd
belakangan i akan mengembaliK

keadaan yang sama pula.”

Jniversitas Jember
15

persetujuan dengan mana pihak yang satu
mn sesuatu jumlah tertentu barang-barang
ian, dengan syarat bahwa pihak yang

Kewajiban orang yang meminjamian berdasarkan pasal 1759 K LI H Perdata,

vakni orang vang meminjamkan tesebut

dipinjamkannya pada si peminjam sebel
dalam persetujuan/perjanjian tersebut.
Sedangkan pihak si peminjam di
telah dipinjamnya sesuai dengan keadaai
disepakati bersama (pinjaman pokok

ditentukan dalam perjanjian tersebut.

2.3.2 Pengertian Jaminan
2.3.2.1 Jaminan Secara Umum

Menurut Djuhaedah Hasan (1996:2
adalah perangkat hukum yang mengatur
pithak ke-3 bagi kepastian pelunasan piuta
Kata jaminan dalam peraturan perundang
dan penjelasan pasal 8 undang-undang ng
dalam kedua peraturan tersebut tidak
Jaminan tersebut.

Jaminan erat hubungannva dengan
meminjam vang, pthak kreditur meminta
jaminan untuk kepentingan pelunasan
sampat pithak debitur wanprestasi. sehing

dapat dikembalikan.

dak dapat meminta kembali apa vang telah

um lewatnya waktu yang telah ditentukan

wajibkan untuk mengembalikan apa yang
n yang sama dan dalam jumlah yang telah

dan bunganya) pada wakiu vyang telah

31) yang dimaksud dengan hukum jaminan
entang jaminan dari pihak debitur atau dan
hg kreditur atau pelaksanan suatu prestasi.

-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131
p. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Namun

menjelaskan apa yang dimaksud dengan

hutang, biasanya dalam perjanjian pinjam
pada pithak debitur agar membenikan suatu
hutang, hal i dimaksudkan agar jangan

roa pinjaman vang diberikan tersebut tidak
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Jaminan adalah suatu perikatan anfara kreditur dengan debitur dimana debitur

memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi

kemancetan pembayaran utang si debitur. |(Supramono, 1996:75)

Perjanjian jaminan merupakan pefjanjian accessoir yakni perjanjian pinjam
meminjam/hutang piutang dalam arti bghwa apabila perjanjian pokoknya tersebut
hapus maka perjanjian jaminan pun juga fkut hapus, karena itu perjanjian jaminan ini
tidak dapat berdiri sendiri melainkan mgngikuti perjanjian pokoknya. Penggunaan
Jaminan ini dimaksudkan sebagai penggman pinjaman/kredit yang diberikan oleh

kreditur kepada debiturnya yakni kepastian akan pelunasan hutang atau pelaksanaan

dan suatu prestasi oleh debitur atau oleh
Undang-undang dalam hal ini
kepada kreditur atas piutangnya terhad
diserahkan debitur kepada kteditur yak
tersebut dapat diartikan bahwa apabila de
baik bergerak ataupun tidak bergerak, ber
sebagai pembayaran/pelunasan utang-uta
Namun ketentuan dan pasal terseb
harta benda debitur baik bergerak may
berlaku

umum yang demikian tersebut kurang

maupun yang masih akan ada

memberikan rasa aman bagi piutang/kred
harta benda tersebut dibayarkan pada pa
besar kecilnya piutang masing-masing, ke
hak untuk didahulukan. Sehingga diper

baginya baik yang bersifat kebendaan ma

enjamin debitur/borg.

U.H Perdata memberikan perlindungan
debitur yang menyangkut jaminan yang
i terdapat dalam pasal 1131. Dari pasal
itur wanprestasi maka semua harta debitur
vujud atau tidak berwujud dapat digunakan
0 debitur.

ut bersifat umum, dalam arti bahwa semua
ipun tidak, benda-benda yang sudah ada
untuk semua kreditur. Sehingga jaminan
memuaskan bagi kreditur karena tidak
it yang diberikan, dimana hasil pelelangan
ra kreditur berdasarkan imbangan menurut
cuali diantara kreditur tersebut mempunyai
lukan adanya jaminan yang dikhususkan

pun perorangan.
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2.3.2.2 Jaminan Khusus

Pada jaminan khusus ini pihak dg
suatu barang-barang tertentu khusus dipe
Jaminan khusus ini dapat bersifat hak keb

Jaminan vang bersifat kebendad

Jniversitas Jember
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ebitur memperjanjian kepada kreditur atas
runtukkan sebagai jaminan hutang debitur.
endaan maupun perorangan/penanggungan.

in adalah adanya benda tertentu vyang

dipergunakan sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah

adanya seseorang tertentu sebagai penjan
debitur untuk memenuhi perikatannya maf
Adapun kriteria jaminan yang bai
unsur sebagai berikut
1.

memerlukan

yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu

nin yang sanggup membayar/menggantikan
nakala debitur tersebut wanprestasi.

K (ideal) adalah apabila memenuhi unsur-

ensi (kekuatan) si pencari kredit untuk

2. yang tidak melemahkan pots
melakukan (meneruskan) usahanya
3. yang memberikan kepastian k¢

barang jaminan setiap waktu t
dapat mudah divangkan untuk {
kredit. (Subekti, 1991 : 19).

2.3.3 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa B
memenuhi kewajiban yang telah ditetapka
Sedangkan menurut Kamus Hukum (Aj

sebagai cedera janji ataupun lalai.

rpada si pemberi kredit, dalam arti bahwa
ersedia untuk di eksekusi, yaitu bila perlu

melunasi utangnya si penerima (pengambil)

selanda “wanprestatie” yang artinya tidak
n dalam perikatan (Muhammad, 1992:20).

idi Hamzah, 1986) wanprestasi diartikan

1. tidak melakukan apa vang disangg
sama sekali tidak melakukan kewa

perjanjiannya.

Wanprestasi seorang debitur dapat’j:rupa 4 macam :

i akan melakukannya. Dalam arti debitur

jibannya seperti apa yang tertuang dalam
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2. melaksanakan apa yang dijanjikan, fetapi tidak sebagaimana vang dijanjikan .
dalam hal ini debitur keliru malaksanakan apa vang diperjanjikan atau
melaksanakan apa yang diperjanjikan namun hanya sebagian

3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat/tidak tepat waktu seperti apa
vang telah ditetapkan dalam perjanjign

4. melakukan sesuatu yang menurut |

1984:45)

Menurut Abdulkadir Muhammad (

perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti.

1992:20) tidak dipenuhinya kewajiban dar

suatu perjanjian itu ada 2 (dua) kemungkinan alasan vaitu:

2,

karena kesalahan debitur, baik karen
karena keadaan memaksa (force #
debitur tidak bersalah

Keadaan memaksa adalah tidak dap

terjadi suatu peristiwa bukan kareng

a kesengajaan maupun kelalaian

wyeure). jadi diluar kemampuan debitur,

at dipenuhinya prestasi oleh debitur karena

kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat

diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Sehubungan dengan keadaan memaksa ini dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua)

macam ajaran vaitu bersifat obyektif dan 4
1. Keadaan memaksa yang bersifat oby

obyektif artinya benda yang men;j

)aran vang bersifat subyektif
ektif

di obyek perikatan tidak mungkin dapat

dipenuhi oleh siapapun. Menurut ajaran obyektif ini, keadaan memaksa itu ada

jika setiap orang vang sama sekalj

berupa benda obvek perikatan itu

otomatis keadaan memaksa itu me¢

= P
Gapat

be void from the outset)

tidak mungkin memenuhi prestasi yang
Dalam keadaan yang demikian ini secara

ngakhiri perikatan karena tidak mungkin

] S
uuua

an

mcnjadi batal (The agreement would
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Keadaan memaksa yang bersifat sub
dikatakan subyektif karena menyan
i 1alah kesulitan-kesulitan, ment
memenuhi prestasi walaupun men
misalnya mengeluarkan biaya y
berwajib.

Keadaan memaksa dalam hal ini
demikian ini perikatan tidak berhen
prestasinya tertunda. Jika kesulitan

terus dilakukan

Vollmar manyatakan bahwa overm

19

yvektif

gkut perbuatan debitur sendiri. Dasar ajaran
arut ajaran ini debitur itu masih mungkin
galami kesulitan atau menghadapi bahaya,

ang  banyak, kemungkinan ditahan yang

bersifat sementara, dalam keadaan yang
ti (tidak batal) melainkan hanya pemenuhan

itu sudah tidak ada lagi pemenuhan prestasi

ct itu hanya dapat timbul dari kenyataan-

kenyataan dan keadaan-keadaan tidak gapat diduga lebih dahulu. Harus diingat

bahwa kemungkinan terjadinya sesuatu di kemudian hari (misalnya perang) itu saja

tidak cukup untuk menganggap adanya hal dapat diduga lebih dahulu itu. Kecuali itu

harus ada sekedar kepastian bahwa pg

sehingga orang vang berakal sehat akan
1980:26).

Akibat hukum yang timbul bagi

adalah hukuman atau sanksi berikut ini :

1.

1

Debitur diharuskan membayar gant
(pasal 1243 K U H Perdata) ketentu

ristiwa itu akan tejadi sedemikian rupa

memperhitungkannya. (Maschun Sofwan,

debitur yang telah melakukan wanprestasi

kerugian yang telah diderita oleh kreditur

n ini berlaku untuk semua perikatan

Dalam perjanjian timbal balik ([bilateral), wanprestasi dari satu pihak

memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan

perjanjian lewat hakim (pasal 1266 K. U.H.Perdata)

Resiko beralih kepada debitur sejak [saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat

(2) K.U.H.Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk

memberikan sesuatu.
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terbukti melakukan wanprestasi tent

berlaku untuk semua perikatan

Lh

Memenuhi perjanjian jika masih dq
disertai dengan pembayaran ganti

berlaku untuk semua perikatan

Sehubungan dengan tuntutan pemen
itu sudah ditentukan bahwa banda yang
guna mewujudkan prestasi yang menja
wanprestasi. Perwujudan prestasi disini
sendiri sejak semula sudah menvetujui ¢
prestasi vang dilakukan sendiri oleh kredf
(Muhammad, 1992:24)

2.3.4 PENGERTIAN PEMBINAAN US
2.3.4.1 Sumber Dana

Pembinaan usaha kecil dan kopera:

Universitas Jember
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Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan di muka hakim. Debitur yang

u dikalahkan dalam perkara, ketentuan ini

pat dilakukan, atau pembatalan perjanjian

kerugian (pasal 1267 K.U.H Perdata), ini

uhan prestasi. adakalanya dalam perikatan

jfjadikan Jaminan dapat dijual oleh kreditur

haknya jika debitur ternvata melakukan
tidak perlu lewat hakim, karena debitur
ara demikian ini. Pelaksanaan pemenuhan

tur semacam ini disebut “parate executie”

AHA KECIL DAN KOPERASI

81, vang untuk selanjutnva disingkat dengan

PUKK 1ni adalah werupakan program pemerintah dalam usahanya untuk

mengembangkan usaha kecil dan kopera

bentuk pinjaman lunak vang herasal dari

st melalui pemberian modal usaha dalam

pemanfaatan dana dari bagian laba Badan

Usaha Milik Negara (BUMN). Pinjaman modal usaha tersebut tidak hanya diberikan

begitu saja namun ada usaha tindak lanjuts

hya yang berupa pembinaan terhadap usaha

kecil dan koperasi yang memperoleh pipjaman modal usaha dari program PUKK

tersebut.
Yang dimaksud dengan usaha ke
1. Badan Usaha seperti CV. Fa dan PT

3

F4N

fil dalam program ini yaitu terdini dari

Perorangan (pengrajin/industri kecil, pedagang barang dan jasa)
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Program pembinaan usaha kecil

pembinaan pemberdayaan dan pemerat

Universitas Jember
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dan koperasi (PUKK) mempunyai asas

vang disesuaikan dengan sumber dana

n
vang tersedia dan program ini juga mempafnyai 4 (empat) sukses vyaitu

1. Sukses penvaluran
yakni bahwa dalam pelaksanaan Progt
yang telah ditetapkan sehingga dalar
para pengusaha kecil dan koperasi y
kucuran dana untuk mengembangkan
Sukses pemanfaatan

pinjaman yang diberikan agar kiranyq
mitra binaan tersebut
Sukses pengembalian
dimaksudkan bahwa dengan pembina
binaan dapat berkembang dengan baik
lancar
Sukses peningkatan dan pengembangat

dengan pinjaman PUKK tersebut ¢

ekonomi masyarakat terutama rakya

membuka lapangan kerja baru dan mer

Adapun tujuan dari pelaksanaan pr
(PUKK) ini adalah sebagai berikut
1. Untuk memberikan pedoman dalam

koperasi

3

Untuk mewujudkan usaha kecil dan ko

Untuk mengatur pelaksanaan pembinag

am PUKK im harus sesuai dengan prosedur

n penyalurannya tepat pada sasaran yakni

|

ng benar-benar memerlukan bantuan atau

sahanya

dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh
ain yang dilakukan diharapkan usaha mitra
sehingga pengembalian pinjaman menjadi
1 usaha ekonomi produktif masyarakat
fiharapkan mampu meningkatkan usaha
t kecil, dimana usaha tersebut mampu
dorong daya kreatifitas dan produktifitas
pgram pembinaan usaha kecil dan koperasi

pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan

n kepada usaha kecil dan koperasi

perasi yang tangguh dan mandiri
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Dari hasil keputusan RUPS PT. Tel4
menetapkan penggunaan laba bersih tah
akan dialokasikan untuk PUKK dan sesu
40/MK.5/2001 tanggal 20 Maret 2001 pe

bahwa pengelolaan dan Program Pembing

1l

bagian laba pemerintah tersebut dilaksana

Seperti telah dijelaskan diatas bah
laba yang diperoleh BUMN dengan pering
1. Bagian Pemerintah atas laba BUN

1% - 3%

2. Saldo awal, yaitu sisa dana pembinaan
3. Pengembalian pinjaman berikut bunga
4. Penerimaan lainnya (jasa giro dan bun

Dana PUKK tersebut diatas dik
perusahaan dan dipertanggung jawabkan 4
pembukuan perusahaan PT Telkom. Tbk
Kecil Telekomunikasi) kepada direksi.
koperasi yang memperoleh pinjaman dari p
2.3.42 Bentuk Pembinaan PUKK

bentuk pembinaan yang dilakukan ¢
vakmi berupa pendidikan dan pelatihan, pd
pendampingan. Dimana hasil produksi da
dukutsertakan dalam kegiatan pameran
Telkom atau pihak lan hal ini ditujukan |

binaan tadi agar memperoleh pangsa pasar

Universitas Jember
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tkom Tbk tahun 2001 pada tanggal 10 Mei,

buku 2000, yakni laba bersih sebesar 1%
dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-

hal Pengelolaan Dana PUKK menyatakan

1an Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dar
kan sendiri oleh PT. Telekomunikasi. Thk.

wa sumber dana dari PUKK ini berasal dari
ian sebagai berikut :

AN setelah dikurangi pajak vaitu sebesar

tahun sebelumnya

dari mitra binaan

ba deposito)

elola tersendiri vang terpisah dari dana
ecara extracomptable (tidak tercatat dalam
) oleh Umt PUKTEL (Pembinaan Usaha

Dan untuk selanjutnya usaha kecil dan

rogram ini disebut dengan Mitra Binaan

pleh PT. Telkom terhadap Mitra Binaannya
ngkajian dan penelitian, pemagangan serta
ri usaha kecil dan koperasi (mitra binaan)
yang diadakan baik oleh lingkungan PT.
ntuk mempromosikan hasil produksi mitra

vang baik.
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Jangka waktu pembinaan ini selamg
selama 2 (dua) tahun dalam wmasa perig
pembinaan vang dimaksud adalah sebagai

. Pendidikan dan latihan, pengkaji

Jniversitas Jember
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2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi
pde pembinaan Secara garis besar bentuk
berikut -

serta

an  dan  penelitian, pemagangan

pendampingan untuk meningkatkan Keterampilan, kemampuan manajemen dan

teknik produksi

b

Pameran dan promosi usaha, baik berg

Bentuk pelaksanaan pendidikan d
pemagangan serta pendampingan pelatil
bergerak di bidang pendidikan dan pe
Lembaga i ditunjuk atau ditetapkan
Regional/Daerah melalui analisa dan pert

binaan.

23,5 KETENTUAN PINJAMAN PUK
[ Syarat-syarat Sebagai Peminjam

Adapun persyaratan vang harus diy
dapat ditkutsertakan dalam PUKK ini hary
1. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih

tanah dan bangunan tempat usaha,

ifat daerah, nasional ataupun internasional

an pelatthan, penelitian dan pengkajian,
an dilakukan oleh sebuah lembaga vang
latthan, pemagangan dan pendampingan.
oleh unit Puktel atau Pokja unit Pukiel

mbangan terlebih dahulu atas usulan mitra

LK

lenuhi oleh usaha kecil dan koperasi untuk
s memenuhi kriteria sebagai berikut ¢
paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk

sedang untuk koperasi harus memiliki

kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha

2

(%]

Milik warga negara Indonesia

dimiliki, dikuasai atau berafiliasi bail

usaha menengah atau usaha besar

Memiliki hasil penjualan/omzet tahungn maksimal Rp. 1 milyar

Berdin sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan vang

L langsung maupun tidak langsung dengan
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5. Berbentuk usaha perorangan, badan
badan usaha yang berbadan hukum

6. Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu)

Jniversitas Jember
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usaha yang tidak berbadan hukum, atau

tahun

Sedang persyaratan administrasi yang harus dipenuhi program PUKK yang

diselenggarakan oleh Pokja Puktel daerah

Jember yaitu :

1. Badan usaha kecil (usaha perorangan dgn badan usaha yang tidak berbadan hukum)

a. Penjualan/omzetnya maksimal seb

esar Rp. | milyar

b. Mengisi formulir data permohonan bantuan yang disediakan atau mengajukan

formulir data permohonan sendin

2. Bagi koperasi (badan usaha yang berbadan hukum)

a.
b.

Penjualan/omzet pertahun maksin
Mengisi  formulir data permg

mengajukan permohonan sendiri

nal Rp. | miliar

phonan bantuan yang disediakan atau

2  Besarnya Pinjaman dan Suku Bunga Pinjaman

Untuk area Camar, pinjaman yang

juta rupiah dengan suku bunga sebe

menggunakan perhitungan bunga menurun.

Berdasarkan keputusan Direksi
Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor |
system tingkat bunga pinjaman dengan m
hasil system syariah.

1. Sistem syariah
a. Pinjaman untuk modal operasi di
Proporsi bagi hasil didasarkan

(musyawarah bersama).

diberikan berkisar antara 1 juta hingga 20
sar 6% hingga 9% pertahun dengan
Perusahaan Perseroaan (persero) PT.
KD.34/PR OO/PUK-2001 maka ditetapkan

enggunakan system konvensional dan bagi

gunakan system bagi hasil (mudharabah).

atas proporsi  modal sesuai kesepakatan
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b. Pinjaman untuk modal investas)

tambahan keuntungan setara de;

Universitas Jember
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digunakan system murabahah Besarnya

hgan bunga pinjaman konvensional sesuai

kesepakatan (musvawarah) bersama.

2

Untuk system konvensional, tingka

koperasi periode tahun 2001 dan 2002

bunga pinjaman bagi usaha kecil dan

adalah sebagai berikut

TINGKAT BUNGA PINJAMAN
UNTUK PEMBINAAN USA‘HA KECIL DAN KOPERASI
PERIODE TAHUN 20012002

Jumlah Pinjaman  Tingkat Bunga| Jangka Waktu  Masa Tenggang

05 Juta 6% 2 tahun I Bulan
Diatas 5 - 10 Juta 7% 2 tahun 1 Bulan
Diatas 10 - 15 Juta 8% 2 tahun 1 Bulan
Diatas 15 - 20 Juta 9% 2 tahun 1 Bulan

Namun dalam pelaksanaan/prakt

diterapk

s

an karena berbagai kendala (dan

arti Puktel Unit daerah Jember dan sekitar]

pknya system  syariah ini belum dapat
segl teknis maupun tenaga ahlinya) dalam

nva belum siap. Sehingga dalam pelasanaan

Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi saat ini hanya menggunakan system

konvensional dengan tingkat suku bunga r

endah
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I PEM

3.1 Pelaksanaan Program PUKK
Pembenan pinjaman modal usaha
PT Telekomunikasi Indonesia khususnya
beberapa prosedur yang harus dilalui b
Camar, Pokja Daerah-nya berpusat di Ka
berbentuk usaha kecil atau koperasi ten
kantor pusat untuk Pokja Daerah). probol

dan Situbondo. Jadi dalam hal ini da

keuntungan/laba perusahaan Telkom seb

merata sedemikian rupa untuk ke-5 (lima)
Perjanjian pinjaman modal

menggunakan jaminan. Adapun calon mi

pinjaman im dapat menggunakan salah sat]

1. Jaminan

usalia atau

Universiias Jember

UMY LSkias SCIIBER

&

Lahafll i

BAHASAN

melalui program PUKK yang dibina oleh
area Camar (meliputi 5 daerah) ini melalu
agi para calon mitra binaan. Untuk area
ndatel Jember, calon mitra binaannya yang
sebut tersebar di wilayah Jember (selaku
nggo, Lumajang, Bondowoso. Banyuwangi
na PUKK yang diambil dari penyisihan
psar antara 1% hingga 3% tersebut dibagi
daerah tersebut.

mvestasi i tidak diharuskan
Ira binaan dalam mengajukan permohonan

u syarat berikut ini ;

Jaminan yang dimaksud seperti halnya dpalam jaminan kredit perbankan vaitu baik

dalam bentuk benda bergerak (fidusia)
langgungan)
"

L,

Apabila calon mitra binaan terseb
bergerak maupun tidak. maka pih

rekomendasi dari pegawai PT Telkom sen

Adapun tahap-tahap yang harus dil

PUKK 1n1 adalah sebagai berikut
1
Pengajuan proposal usaha oleh debitur

peserta mitra  binaan dalam program

permohonan bantuan yang telah disedial

khusus.. Surat dan proposal ini dikirim

d

maupun benda tetap berupa tanah (hak

tidak mempunyai benda jaminan baik
PT Telkom mewajibkan penggunaan
diri yang masih aktif bekerja.

alui dalam pemberian/penyaluran program

Pengajuan Proposal Usaha dan surat permohonan

atau pihak yang berminat untuk menjadi
PUKK serta pengisian formulir surat
kan oleh PT Telkom dalam suatu format

langsung dan ditujukan kepada General

26
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Manajer PT Telkom Kandatel Jember.
permohonan bantuan berbentuk pinjaman
keria nsaha dengan mencantumkan kebut
waktu tertentu.

Svarat-syarat lain yang menyangkut persy3
1. Bagi usaha kecil

Foto copy Kartu tanda Penduduk

Jniversitas Jember
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Proposal usaha ini adalah berisi tentang
bagi calon mitra binaan yang berisi rencana

uhan dana vang diharapkan, untuk jangka
ratan administrast vaitu -
(KTP) dan Kartu Keluarga

embar

pangan (SIUP) atau surat ijin tempat usaha

b Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) Id

¢ Foto copy surat ijin usaha perda
(SITU) jika memiliki

d  Denah lokasi tempat usaha

¢ Foto copy NPWP

f  Foto copy surat kontrak/sewa r
vang tempat usahanya masih kon

¢ Perhitungan laba rugi usaha p

(]

Bagi Koperasi

a  Anggaran dasar/Anggaran R
Departemen Koperasi (Kandepk

b Susunan pengurus vang telal
Perindustrian

¢ Daftar nama lengkap serta tan

telah disyahkan oleh Kantor Dep
Persayaratan lain yang harus dipen
diberikan yaitu
1.
diatas materai sebesar Rp. 6.000,00.

nah atau tempat usaha, bagi usaha kecil
rak

satu bulan terakhir

ah Tangga vang disvahkan oleh Kantor
p) setempat
disvahkan oleh Kantor Departemen

tangan seluruh anggota kelompok vang
airtemen Perindustrian

uhi menyangkut pengamanan kredit yang

Menandatangani surat pernyataan sanggup memenuhi ketentuan yang berlakuy



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository |

2

Surat persetujuan dari suami/istri yan
6.000,00.

Surat persetujuan suami/istri  ini
penggunaan dana pinjaman terseby
diinginkan

Menandatangam surat rekomendasi/

Universitas Jember
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p ditandatangani diatas materai sebesar Rp.

berkaitan dengan hak kewarisan dan

t untuk menghindari hal-hal yang tidak

kut membina dari karyawan PT Telkom,

apabila pengusaha kecil tersebut tidak menggunakan jaminan dalam pengajuan

perjanjian PUKK ini.

1 Evaluasi awal

Setelah surat dan proposal yang d

ikinm oleh pengusaha kecil dan koperasi

sebagai calon mitra binaan pinjaman diterima oleh PT Telkom Kandatel Jember

(Pokja Daerah) bagian SDM (dalam Y
diserahkan tanggungjawabnya pada devisi
Evaluasi awal ini mencakup pemenuhay
pengisian blanko yvang telah disediakan ol
pengusaha kecil dan koperasi sebagai ¢
binaan PT Telkom ini dapat dilakukan
pemeriksaan meliputi

A Pemeriksaan kelengkapan surat permo

al i yang menangani program PUKK
SDM).

1 kelengkapan prasyarat administrasi dan
th Pokja Daerah Jember. Pemanggilan para
plon mitra hinaan dalam program PIIKK

melalui surat atau telpon. Pada tahap ini

nonan

vakni kelengkapan surat yang diajukan oleh calon mitra binaan, bila ada

kekurangan dalam penvusunan dan lampir

B Pemeriksaan proposal

Annya.

yakni meliputi kelengkapan atas proposal yang dibuat oleh calon mitra binaan,

yang meliputi peruntukan dana yang dibut

dan neraca usaha sebelum menernima p

keuntungan yang diinginkan setelah menet

shkan serta gambaran hasil dari laba bersih
Injaman juga memuat mengenai harapan

ima dana pinjaman.
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C Blanko permohonan

pemeriksaan terhadap blanko yang
Blanko ini berupa :
1

ditetapkan
2 surat persetujuan suami/istri
3 dan rekomendasi dari pegawai P7T.]
11 Survey/evaluasi isi proposal

pernyataan kesanggupan jadi mitra b

Jniversitas Jember
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telah disediakan oleh pokja daerah Jember.

jinaan untuk mematuhi aturan yang telah

I'elkom yang masih aktif kerja (bila ada).

Yang dimaksud dengan survey dalam hal ini adalah serangkaian kegiatan

penelitian secara hati-hati dengan men|
penyelidikan untuk suatu tugas dengan tu)

Calon mitra binaan yang ada dalam
aleh tim Pokja sesuai skedul yang disus
berikut

| Identitas calon mitra binaan

a nama

b jenis usaha (pedagang, usaha jasa d
¢ usulan besarnya pinjaman

d dan rencana pinjaman yang akan di

2 Aspek-aspek penelitian
a Aspek menejemen
Mencakup  penelitian  tentang
administrasi, pengelolaan keuangan serta
bagaimana karakter pengurus/pengusaha t¢
b Aspek pemasaran
Aspek pemasaran ini mencakup

menyangkut pemasaran baik kondisi pem

vang akan datang, cerah atau tidak, j

jjuk kepada keadaan, situasi, peninjauan
han yang sudah ditentukan.
dafiar kemudian akan disurvey/dikunjungi

un. Survey ini mencakup hal-hal sebagai

1)

setujut (dalam rupiah)

pengelolaan  organisasi  pengelolaaan
kemampuan kewirausahaan. motivasi dan

rrsebut.,

penelitian tentang berbagai hal yang
psaran pada masa lalu maupun prospeknya

)ga menyangkut mengenai data rata-rata
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peningkatan penjualan, serta langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh calon

mitra binaan untuk mempertahankan pangsa pasar nya atau tingkat pemesanannva

¢ Aspek keuangan

Yakni mengenai proyeksi provek

51 rugl laba dan usaha vang digelutinva,

proyeksi cash flow (yang menyangkut penerimaan dikurangi pengeluaran)

d  Aspek teknis

Mencakup penelitian mengenai
dengan harga wajar, tenaga ahli, mesin pe
e Aspek kesempatan kerja

Dari usaha yang dikelola tersebut

pahan-bahan yang mudah untuk didapat

ralatan elektrik/manual.

apakah dapat menyerap tenaga kerja lebih

banyak, maksudnya apakah usaha tersebyt termasuk scbagai usaha padat karya yang

dapat merekrut masyarakat sekitar daer
banyak atau tidak.
f  Aspek kemanfaatan

ph usaha atau tenaga putus sekolah lebih

Yakni menyangkut mengenai apalah hasil kegiatan dari calon mitra hinaan

tersebut mampn meningkatkan pendapat

devisa negara.

g Aspek yunidis
Aspek yuridis disini mencakup g

usaha calon mitra binaan, vakni mengenai

1. surat 1zin usaha perdagangan (siup)

2

akia pendirian perusahaan (jika berber

(78]

tanda daftar perusahaan
surat tanda daftar industri kecil

NPWP

Penetapan pengusaha kena pajak

N o9y B e

Surat keterangan domisili usaha

an masvarakat dan mampu mendatangkan

enelitian tentang kelegalan dari kegiatan

kelengkapan :

tuk badan hukum)
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Dari kegiatan survey tersebut kemu
saran dar petugas survey, vakni
|
2

dapat diberikan hantuan langsung, tid
dapat diberikan bantuan, dengan cat

dahulu atau ditunda sementara

LS ]

tidak dapat diberikan bantuan karens
memenuhi atau alasan lain aspek teks

Setelah dilakukan kegiatan survey

survey dan  kegiatan usaha calon

ditandatangani oleh calon mitra binaan
(sebagai pihak-1) dari tim Pokja daerah Je
v Seleksi dan evaluasi calon mitra

Penveleksian terhadap calon mitra

system yakni system chanelling dan exd

Universitas Jember
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dian diambil suatu kesimpulan yang berupa

lak dengan atau dengan agunan/jaminan

atan harus melalui suatu pelatihan terlebih

aspek keuangan dan aspek usahanya tidak
1s tidak memenuhi.

tersebut kemudian dibuatkan berita acara
itra binaan PT.Telkom tersebut, yang
(sebagar pihak ke-2) dan petugas survey
mber.

binaan

binaan ini dapat dilakukan dalam 2 (dua)

cuting. Pada system executing penetapan

mitra binaan dilakukan secara bersama-sa:

a antara Telkom dan Bank dalam bentuk

perjanjian kerjasama. Pihak Bank dalam hal ini selaku eksekutor bertangpung iawah

penuh atas penvaluran dana PUKK milik PT Telkom ini Sedangkan untuk system

chanelling seleksi dan evaluasinva dila
campur tangan pihak lain. Adapun system

I Survey calon mitra binaan

dilakukan dengan mencocokkan anf

permohonan calon mitra binaan den

ukan sepenuhnya oleh PT Telkom tanpa

ni melalui beberapa tahap

ara apa yang ditulis di dalam proposal

ban kenyataan sesungguhnya yang ada di

lapangan, disamping itu juga mencari data dan informasi pendukung sebagai

bahan untuk pengambilan keputusan

S}

Pengecekkan keabsahan administrasi

apakah pinjaman tersebut layak dil

pinjaman yang sesuai untuk diberikan

dan analisa kredit

perikan atau tidak dan berapa besarnya

pada calon mitra binaan tersebut.
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Untuk analisa kreditnya dalam hal

sering kali disebut dengan the “five ¢’s of]
a. character

Yaitu watak dari si debitur. Apakah

baik atau buruk. Penilaian terhadap

debitur

h.

capacity

niversitas Jember
32

int menggunakan prinsip 5C  atau vang

credit analysis™

debitur tersebut memang mempunyasi sifat

vatak ini dilihat dari sikap ataupun prilaku

yaitu kemampuan debitur untuk berysaha, apakah debitur tersebut mempunyai

pengetahuan yang cukup di bidang
mempunyai cukup pengalaman dalam

¢ capital

yakni menyangkut permodalan yang

saha tersebut dan apakah debitur tersebut

mengelola usahanya

imiliki. Penyediaan modal sendiri ini dapat

dilihat dari pendapatan di masa lampdu maupun harta yang dimiliki saat ini, dan

pendapatan yang mungkin diterimany
d.

collateral

kelak

menyangkut jaminan vang dipunyai untuk mendukung permohonan kredit vang

akan diberikan Jaminan disini dapat herupa benda bergerak maupun benda tetap.

Disamping jaminan berupa barang ter
disebut horgtocht atau guaranty
¢.  conditions of economic

vaitu kondisi ckonomi negara pada
terutama terhadap nilai tukar uang dan

yang disalurkan

[F5)

Mengingat tidak semua calon mitral
dianggap layak mendapat pinjaman
diharapkan/diinginkan oleh mereka, nf

vang tersedia, seleksi tahap berikut ini

dapat juga jaminan perorangan vang hiasa

saat itu. Hal imi sangat mempengaruhi

tentunya juga berhubungan dengan kredit

Seleksi calon mitra binaan sesuai urutan prioritas dan tersedianya dana

binaan yang mengajukan proposal yang
modal usaha sesuai dengan apa yang
aka dengan memperhatikan alokasi dana

mengacu pada urutan prioritas yang akan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository |

diberikan pinjaman, yakni dengan {

Universitas Jember

33

membandingkan mana calon mitra binaan

yang sangat memerlukan bantuan dengan segera dengan prospek usaha vang

sangat bagus dan mana yang kurang k

agus (kelayakan usahanya).

Mitra binaan yang tidak disetujui atau gagal dalam seleksi ini akan diberitahu

dengan mengirimkan surat pemberita
V' Administrasi dan penetapan mitra
Sebelum diajukan oleh Pokja dag
Surabaya, calon mitra binaan yang telah
administrasi

persyaratan vang kiran

administrasinya. Selanjutnya dari Pokja
Kapropuk (Kepala Provek) di Unit Puk
usulan tersebut berisi jumlah calon mit
disalurkan serta keterangan lain vang ki
diklarifikasikan keabsahannya.

Setelah di ACC oleh Direktur Sf
dibuatkan surat penetapan lalu dikirim |

dibuatkan surat penetapan kembali oleh

lember yang selanjutnya diberitahukan ke 1

VI Penandatanganan perjanjian
Setelah dilakukan pemberitahuan p
Daerah Jember merencanakan dan mengat
kontrak  perjanjian. Penandatanganan

penandatanganan Berita Acara penyerah

bersangkutan menggunakan jaminan baik b

h
o

a

fiLan.

binaan
rah Jember ke Pokja devisi regional V
diseleksi tadi diminta untuk melengkapi

masih  perlu  untuk  kelengkapan

tvisi regional Surabaya akan diusulkan ke

| Bandung melalui Kepala Unit Puktel,
ra binaan dan besarnya dana vang akan

ranya diperlukan setelah terlebih dahulu

DM Bandung, kemudian oleh Kapropuk
ke Devisi regional Surabaya dan setelah
Kapropuk, lalu dikirim ke Pokja Daerah

mitra binaan yang bersangkutan.

ada mitra binaan, kemudian Pokja Puktel
ur acara penyerahan dan penandatanganan
juga  diikuti

an jaminan (apabila mitra binaan yang

perjanjian  ini dengan

enda tetap maupun benda bergerak).
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Jika ditimjau dari sudut hukum
memenuhi 4 syarat
. Sepakat mereka yang mengikatkan dir

Kata sepakat antara kedua b

34

suatu perjanjian dikatakan sah apabila

clah pihak ditandai dengan adanya

penandatanganan perjanjian. Dengan difandatanganinya perjanjian tersebut maka

kedua belah pihak dianggap telah mengelI
diharuskan bertanggung jawab atas sem

tersebut.

hui hak dan kewajiban masing-masing dan

a akibat dari penandatanganan perjanjian

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjgnjian

Menurut pasal 1330 K.U.H Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjign antara lain -

a.  Orang yang belum dewasa

Seseorang dianggap dewasa menurut hukum apabila ia/orang tersebut

telah berumur 21 tahun keatas
kawin. (Supramono, 1996:57)
b, Mereka yang berada di bawah

boros cacat mental, gila)

atau belum berumur 21 tahun yang pernah

pengampuan (misalnya orang-orang vang

¢. orang perempuan dalam hal-hal mana yang ditetapkan oleh undang-

undang dan pada umumnya semua orang kepada siapapun undang-undang

telah melarang membuat perjapjian-perjanjian tertentu (contohnya orang

vang dinyatakan pailit : pasal
Kepailitan).
Mengenai perempuan yang bersuami tida
dicabut dengan SE Mahkamah Agung N
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Ne

Indonesia.

1330 KU H Perdata jo Undang-undang

K cakap hukumnya ini ketentuannya telah
10.3/1963, tanggal 4 Agustus 1963 yang
geri dan Pengadilan Tinggi di seluruh
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Berkaitan dengan siapa vang berwy
subyek hukumnya bukan manusia bila
perianjian (kecakapan) berdasarkan ted
menganggap badan hukum itu sebagai $
sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum
dengan perantaraan alat-alat yang ada
anggotanya (Syahrani. 1989:56).
Maka PT.Telkom selaku perusahaan yang
perbuatan  hukum  diwakili oleh direks
K.U.H.Perdata). Demikian juga badan hy
mewakili koperasi dalam melakukan perf
tersebut.
3. Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian tersebut harus je
perjanjian pinjam meminjam uang (jumla
jumlah bunga pinjaman) dan jelas juga me

4. Suatu sebab yang halal

Bahwa perjanjian itu harus bertujuag

Universitas Jember
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pnang melakukan perbuatan hukum apabila

dihubungkan dengan syarat syahnya
ri Organ dari Otto Van Gierke. vang
uatu organisme yang riil vang menjelma
. yang dapat membentuk kemauan sendiri

padanya yakni pengurus dan anggota-

berbadan hukum, dalam setiap melakukan
inya (pasal 39 KUHD jo pasal 1807

kum yang berbentuk Koperasi, maka yang

puatan hukumnya yaitu pengurus koperasi

as baik mengenai obyek perjanjian vakni
h uang dan kapan pengembaliannya serta

ngenai obyek jaminan vang digunakan

L baik dan dilaksanakan dengan itikad baik

pula dengan tidak bertentangan dengan yndang-undang, kesusilaan dan ketertiban

umum.

5

=

Syarat |1 dan

(sepakat dan cal

fap) dinamakan syarat subyektif karena

mengenai orang-orang-nya {subyek) yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat 3

dan 4 (hal tertentu dan sebab yang hi

mengenal perjanjiannya sendiri). Apabila

perjanjian itu batal demi hukum (null wun

dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernd

lal) dinamakan syarat obyektif (karena
syarat obyektif-nya tidak dipenuhi maka
{ void), artinya dari semula tidak pernah

h ada suatu perikatan (secara yuridis dari

semula tidak ada perjanjian). Jika dalam suatu perjanjian syarat subyeknya yang tidak

dipenuhi maka perjanjian tersebut dap

at dibatalkan yakni salah satu pihak
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mempunyai hak untuk meminta supaya
hal int memerlukan pembuktian lebih lan

Seperti halnya perjaniian kredit pe
menggunakan standart contract (kontrak y
hukum di Indonesia menganut system tex
tertuang dalam pasal 1338 (asas kebebas

ini Dr.Mariam Darus Badrul Zaman meng

a.  Perjanjian standar umum
Perjanjian standar umum ialah
dipersiapkan terlebih dahulu oleh

b. Perjanjian standar khusus

Perjanjian standar yang ditetapkan
1156727, baik adanya dan berlakunya
secara sepihak oleh pemerintah.

Meskipun sebenarnya perjanjian bd
perianjian yang terdapat pada pasal 132(
para pihak, namun karena dinilai lebih ef]
tersebut, sebelum menandatangani perjan

dahulu untuk membaca/mengetahui isi

ketentuan “fake it or leave it contracl”

perjanjian tersebut maka ia sudah diangga

VII Penyaluran pinjaman

Apabila penandatanganan kontrs

kemudian Unit Puktel memproses penya
dalam hal ini ada 2 (dua) cara penyalurany

1. ditransfer langsung dari rekening {

Regional/Daerah dan kemudian dari

mitra binaannya.

Universitas Jember
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)erjanjian tersebut dibatalkan, namun dalam
ut. (Subekti, 1984:20)

rhankan pada umumnya, perjanjian ini juga
yang bersifat memaksa). Hal ini dikarenakan
buka dalam membuat suatu perjanjian yang
an berkontrak). Terhadap standard contract

golongkan dua golongan vaitu -

perjanjian yang bentuk dan isinya telah

kreditur kemudian disodorkan pada debitur

pleh pemerintah seperti akta jual beli model

perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan

tku ini tidak memenuhi syarat sahnya suatu
K.U H Perdata yakni tentang kesepakatan
isien, maka untuk memenuhi svarat sepakat
jian debitur diberikan kesempatan terlebih
dari perjanjian, dalam hal ini berlaku
. schingga jika debitur menandatangani

p menyetujui 1si perjanjian tersebut.

dilakukan,

luran dana yang sudah disetujui tersebut.

ik perjanjian terlah selesai

ya yaitu
proyek  Puktel ke rekening Pokja Puktel

rekening Pokja Puktel ke rekening para
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Adapun pengembalian dananya dar
disetor langsung ke rekening Pokja P
melalui kerjasama dengan pihak ban
a. system chanelling

Bank hanya berfungsi sebagai ¢

pengusaha kecil dan koperasi (mi}

Universitas Jember
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mitra binaan (angsuran pokok dan bunga)

uktel atau Unit Puktel.

K meliputi 3 sistem :

hanelling dalam penyaluran dana kepada

ra binaan) dimana penyaluran pinjaman ini

dilakukan dengan giro bilyet/cheque. Sedangkan untuk persetujuan dan resiko

atas penyaluran dana Puktel terseh
b. system executing

Tanggung jawab secara penuh at

pihak bank. Kerjasama antara Ba

dalam suatu perjanjian kerjasama.

ut ada pada pihak PT Telkom.

penyaluran dana Puktel terscbut ada pada

k dan PT.Telkom tersebut juga dituangkan

Apabila menggunakan system ini maka bank berhak atas -

1.

02

Kerjasama antara Puktel dengan
usaha ini melalui beberapa mekani
I,

.

.

. system cash collateral

menolak  atau  menyetujui

penggunaan pembiayaan dari  usaha

kecil/koperasi sesuai batas kewgnangan yang berlaku

melakukan penandatanganan a

akad pembiayaan vang dilakukan antara

pihak bank dengan usaha kecil dan koperasi

herhak atas pendapatan yang d

bunga/bagi hasil yang disepakatj

Dana Puktel didepositokan ke |
Obyek binaan dikenakan bung
Puktel

Perbedaan bunga antara yang

. berhak atas jaminan yang dijaminkan oleh usaha kecil/koperasi

iperoleh dari nasabah sesuai dengan porsi

Bank dalam penyaluran dana pada mitra
sme yakni ¢
Bank dengan bunga pasar

a bank sebesar vang ditetapkan oleh unit

berlaku di bank dengan yang dikenakan

kepada obyek binaan akan mehjadi tanggung jawab Unit Puktel (subsidi

bunga)
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iv. Pelaksanaan butir diatas ({i
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1) dilakukan dengan cara Unit Puktel

menempatkan dana dalam beptuk deposito atau penempatan lainnva vang

disepakati dengan bank sebe
obyek binaan.

Berdasarkan hasil wawancara deng
dalam penyaluran pinjaman modal usah
chanelling, yakni dengan menyerahkan ch
3.2 Akibat Hukum Dari Penggunaa

Jaminan Dalam Hal Debitur Wanp'J
3.2.1 Akibat Hukum Dari

Wanprestasi

Seperti Yang telah penulis kem
pinjaman ini dapat tanpa mengeunakan
calon mitra binaan tersebut. Namun perlu
tersebut ditinjan dari sudut hukum Rekqg
1986:502)  didefinisikan  sebagai  sua
recommandataire (Prancis).

Pada dasarnya tujuan dari pinjam
kecil dan koperasi dan merupakan pr
mewujudkan usaha kecil dan koperas)
rekomendasi ini harus diberikan oleh

PT. Telkom yang notabene tahu akan kond

Penggunaan Rekomendasi

il

far jumlah bantuan yang diberikan kepada

zan Bp. Efendi, Pokja Puktel daerah Jember
i program PUKK ini menggunakan system

eque/giro bilyet pada mitra binaan.

Rekonmendasi Dan Pinjaman Dengan

estasi

Apabila  Debitur

ukakan diatas bahwa dalam penvaluran
jaminan asal ada yang merekomendasikan
kiranya dilihat kedudukan dari rekomendasi

mendast menurut kamus hukum (Hamzah,

anjuran  yang berasal dari kata

an it adalah untuk membantu pengusaha
pgram  khusus Pemerintah dalam rangka

) yang tangguh dan mandiri. Sehingga

orang yang berstatus sebagai pegawai

isi debifur yang direkomendasikannya baik

mengenai prilaku, watak, usaha debitur dap lain hal yang menyangkut diri debitur.

Berdasarkan hasil wawancara der

mitra

perekomendasi bisa dikenakan sanksi yak

bimaan yang dirckomendasikan

gan Bp Efendi, diketahui bahwa apabila

terscbut - wanprestasi maka terhadap

ni misalnya dapat berupa pemotongan dari

gaji pegawai perekomendasi tersebut ataupun sanksi administrasi lainnya (meskipun
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dalam hal i tidak dibuatkan suatu pe
pegawai yang merekomendasikan, sehing
Jaminan perorangan/bortoght) dengan k|
tersebut baik secara langsung maupun ti

karena dapat dikatakan bahwa

Jniversitas Jember
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rjanjian khusus antara PT . Telkom dengan
¢a in1 bukanlah bentuk dari suatu perjanjian

ata lain pegawai yang merekomendasikan

k menjadi terikat (ikut bertanggung jawab)

dengap merekomendasikan seorang calon mitra

binaan maka ia (perckomendasi) dinilai {elah menjaminkan nama baiknya di tempat

dimana i1a bekerja sehingga diharapka
monitoring serta pembinaan terhadap de

Adanya rekomendasi ini sebenarn
berarti yang kiranya sanggup untuk me
diberikan,

referensi/informasi bahwa calon mitra |

karena rekomendast 1m

1a ikut berperan serta dalam melakukan
itur tersebut.
va tidaklah mempunyai akibat hukum yang
pjamin kembalinya seluruh pinjaman yang
dapat suatu

dikatakan hanya sebagai

pinaan tersebut mempunyai latar belakang

vang baik, jujur dan mampu untuk diandalkan. Informasi mana dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan dalam penvd
memperoleh pinjaman dengan dasar rd
dalam hal i PT Telkom Kandatel Jen
konkuren.

Kreditur konkuren ini tidak memp
halnya kreditur preferent vang dimiliky

hipotik (pasal 1133 K.U.H.Perdata.)

leksian. Sehingga apabila mitra binaan yang
komendast im wanprestasi maka kreditur

ber hanya berkedudukan sebagai kreditur

inyal kedudukan untuk didahulukan seperti

oleh pemegang hak istimewa, gadai dan

Menurut pasal 1134 K.UH.Perdata, vang dimaksud dengan hak istimewa

adalah :

“suatu hak yang oleh undang-un

ang diberikan kepada seorang berpiutang

sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya.
semata-mata berdasarkan sifat piutangnva™

Adapun hak-hak/tagihan-tagihan y
[ Privelege khusus
privelege khusus ini mempunyai kedu

umum.

g diistimewakan tersebut meliputi -

untuk benda-bepda tertentu milik debitur (pasal 1139),

an yang lebih tinggt dan hak privelege
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kan yang menjadi kewajiban si penyewa

Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar

Biaya yang telah dikeluarkan unty

k menyelamatkan suatu barang

Biaya untuk melakukan suatu pekierjaan pada suatu barang , yang masih harus

dibayar pada seorang tukang
Hak istimewa pemilik rumah peng
Upah-upah pengangkutan dan biaj
Hak istimewa para tukang batu,
Hak 1stimewa atas penggantian
pegawai yang memangku jabatan

dan kejahatan dalam jabatannya

pinapan

va tambahan

kang kayu dan tukang bangunan

serta pembayaran vang harus dipikul olch

umum, karena segala kelalaian, kesalahan

ergerak dan tidak bergerak (pasal 1149 ),

privelege umum ini penyebutannya harus berurutan

1

= w2

sehingga pemilik privelege ini harus mem

dalam daftar kreditur preferen sesuai den

Biava perkara, untuk pelelangan
Biaya penguburan

Semua biaya perawatan dan pengg

n penyelesaian suatu warisan,

pbatan dari sakit yang penghabisan

Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah vang sudah dibavar dalam

tahun vang sedang berjalan

Piutang karena penverahan bahan

-bahan makanan yang dilakukan kepada si

berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan terakhir

Piutang para pengusaha sekolah-b
Piutang anak-anak yang belum

terhadap sekalian wali dan pengai

erasrama, untuk tahun yang penghabisan
dewasa dan orang-orang yang terampu

mpu mereka

Privelege bukan merupakan hak Kebendaan, beda dengan hipotik dan gada

ntut terlebih dahulu agar dapat dimasukkan

Tan haknya. Privelege merupakan hak untuk
mengambil pelunasan lebih dahulu dari |

asil penjualan barang-barang tertentu atau
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pkan dengan kreditur konkuren vang lain.

karena sifat perikatannya. (Satrio, 1996 - 34)

rendah dibandingkan dengan hipotik dan

leh undang-undang ditentukan sebaliknva

(pasal 1134 ayat (2) KU H Perdata). Misalnya saja Biaya Perkara. Tagihan ini lebih

didahulukan dari gadai dan hipotik (pasall 1139 ayat (1) K.U H Perdata).

Terhadap Kreditur-kreditur yang

empunyal kedudukan istimewa, maka ia

akan didahulukan dalam pembayarannya. Dengan demikian dapat terjadi bahwa,

apabila pendapatan penjualan harta bgnda debitur itu hanya cukup saja untuk

membayar utang-utangnya kepada para
kedudukan istimewa (preverensi) tersebu
menerima apa-apa lagi. (Subekti, 1991 - 1
Sehingga penggunaan pinjaman
tersebut (apabila debitur wanprestasi) 4
pemegang privelege, pemegang gadai dany
Pada pasal 3 ayat (2) dalam pd
ketentuan ; “Apabila sampai batas wakty
dapat mengembalikan pinjaman sesuai de
i, maka pihak kreditur berhak dan dibq
harta kekayaan debitur sampai dengan ut
tanpa perjanjian vang diadakan para j
semuanya secara bersama-sama mempe
undang-undang (supramono, 1996:78) 3
bahwa :

“Segala kebendaan si berutang
hergerak baik vang sudah ada mal
menjadi tanggungan untuk segala p

3

reditur yang oleh undang-undang diberikan

. maka kreditur-kreditur lainnya sudah tidak
2)

yang hanya menggunakan rekomendasi

ikan kalah saing dengan kreditur-kreditur

hipotik.

rjanjian program PUKK tersebut memuat
1 vang telah ditentukan pihak dehitur tidak
ngan vang telah ditetapkan dalam perianjian
ert kuasa oleh pihak debitur untuk menjual
ang debitur lunas seluruhnva™ = Sebenarnya
yihak lebih dulu, para kreditur konkuren
roleh jaminan umum vang diberikan oleh

/akni pada pasal 1131 vang menyatakan

baik yang bergerak maupun vang tidak
npun vang baru akan ada dikemudian hari,
erikatannya perseorangan’.
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ini juga disebutkan pada pasal 3 ayat (4)

is kantor yang dibeli dari uang pinjaman

PUKK tersebut, pihak kreditur berhak uptuk mengambil kembali peralatan/investasi

yang dibeli tersebut dalam hal debitur tefah nyata-nyata/dinvatakan wanprestasi. Hal

ini dapat dilakukan apabila pendataan ang dilakukan oleh Pokja Daerah Jember

benar-benar valid, untuk itu kiranya
benar-benar mampu dan ahli, Namun
laporan yang disampaikan oleh mitra b
sehingga menyebabkan harga peralatan
pinjaman yang disalurkan maka kreditus
yang tidak dijaminkan, berdasarkan keted

hal ini terhadap jaminan umum (pasal

iperlukan seorang perangkat/petugas yang
pabila pendataan yang dilakukan ataupun
naan ternyata tidak sebagaimana mestinya
dan inventaris tersebut jauh dari jumlah
masih berhak atas harta kekayaan debitur
ituan pasal 1131 K. U H Perdata. Jadi dalam

1131 K.U Perdata) tetap mengikat atau

berlaku terhadap perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh kreditur dan debitur

meskipun tidak dicantumkan dalam perja
Namun bukan berarti kreditur dapal

yang terdapat dalam ketentuan pasal 113

ini dapat menolongnya apabila jumlah

mempunyai beberapa kreditur hal ini me

jtannya

I merasa lega dengan adanya jaminan umum
I K .U H Perdata tersebut, karena ketentuan
kKreditur hanya seorang, tetapi bila debitur

rupakan kesulitan tersendiri vang dihadapi

kreditur karena dia harus bersaing dengan para kreditur lammnya Untuk itulah perln

adanya jaminan vang dikhususkan seperti

serta gadai.

halnya fiducia, hak tanggungan dan hipotik

Adapun pembayaran hutang debitur apabila debitur mempunyal beberapa

kreditur yaitu hasil pelelangan dari hag
menurut keseimbangan hutang-hutangnya
K.U.H Perdata). dari pembagian menury
yang didapat jauh lebih kecil dari apa yang

ta kekayaan debitur tersebut akan dibagi
terhadap para kreditur tersebut (pasal 1132
t keseimbangan tersebut tentunya jumlah

> diharapkan kreditur.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember
43

3.2.2 Akibat Hukum Dari P
Maupun Tidak) Apabila Debi

ggunaan Jaminan (Benda Bergerak

r Wanprestasi

Untuk pinjaman vang menggunakan jaminan, pengikatan Jaminan dilakukan
pada saat penandatanganan perjanjian PUKK dengan menandatangani Berita Acara
vang dibuat oleh PT.Telkom dan diikuti dlengan penyerahan tanda bukti kepemilikan
benda yang dijaminkan. Menurut Bp. [Efendi pengikatan jaminan dengan hanya
membuat Berita Acara Tanda Terima t¢rsebut hanya dimaksudkan sebagai bentuk
suatu penitipan belaka. Karena bentuk pjaman ini merupakan pinjaman lunak bagi
usaha kecil dan koperasi yang memang sangat membutuhkan bantuan suntikan dana
dan dalam pelaksanaannya nanti dilakukan monitoring dan pembinaan, jadi dalam
hal ini hanya merupakan tindakan jaga-jaga semata.

Namun sebenarmnya penggunaan Herita Acara Tanda Terima sebagai bentuk
pengikatan jaminan tanpa ditkuti dengan pembuatan pembebanan jaminan dalam
perfanjian ini sebenarnya kurang aman. Karena Berita Acara Tanda Terima tersebut
bukanlah bentuk kongkret dari lembaga|jaminan pada umumnya. Seperti diketahw
bersama  bahwa perjanjian  jaminag adalah  bersifat sebagai  perjanjian
accessoir/tambahan dari perjanjian pokokhnya vakni perjanjian pinjam meminjam ata
hutang piutang.

Memberikan suatu barang dalam jaminan berarti melepaskan sebagian
kekuasaan atas barang itu. Pada asasnya yang harus dilepaskan itu adalah kekuasaan
untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga baik menjual,
menukarkan ataupun menghibahkan. (Widhy Suharsojo). Sehingga pemberian
Jaminan oleh debitur haruslah dimanfaatkan scbaik mungkin oleh debitur untuk
menjaga agar pinjaman yang diberikan [tersebut tidak disalahgunakan, dalam arti
jangan sampai jaminan tersebut ketika afau pada saat diperlukan (pada saat dehitur
wanprestasi) tidak dapat dieksekusi guna keperluan pengembalian pinjaman yang

telah disalurkan.
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Dengan adanya Berita Acara TandI Terima tersebut tidak berarti kreditur dapat

secara langsung dapat melakukan pe
apabila ternvata debitur wanprestasi. &
tersebut dapat terjadi apabila kreditur te
suatu sertifikat/akta untuk itu. Pengik

kekuasaan untuk menjual barang jaminan

Jualan/pelelangan atas kekuasaan sendiri
iekuasaan untuk menjual barang jaminan
ah mempunyai hak yang dituangkan dalam
atan jaminan agar kreditur memperoleh

itu adalah sebagai berikut -

1. untuk fidusia harus dibuatkan akia Jaminan fidusia dan dilakukan pendaftaran

terhadap benda bergerak yang mepggunakan jaminan fidusia tersebut pada

Kantor Pendaftaran Fidusia.

2. untuk hak tanggungan, didahului dengan pembuatan SKMHT (surat kuasa

memasang hak tanggungan) yang

kemudian dilanjutkan dengan pembuatan

APHT (akta pembebanan hak tanggu

tanggungan ini juga diwajibkan

gan) dihadapan notaris setempat. Pada hak
danya pendaftaran APHT pada Badan

Pertanahan Nasional yang nantinya akan dibuatkan sertifikat hak tanggungan

Berita acara tanda terima tersebut fjika dipandang dari sudut hukum memang

hanya sebagai penitipan belaka tanpa merfimbulkan akibat hukum vang herarti, tanpa

adanya kekuasaan untuk menjual be

kedudukannya sehagai pemegang title

a jaminan. Karena meskipun kreditur

pemindahan hak milik ditambah dengan

adanya ancaman pidana terhadap debitur Jika 1a berani menjual barang itu kepada

orang lain, tapi keamanan terhadap kredit

ur-kreditur lain masih agak kurang terjamin.

3.3 Penanggulangan Dan Penyelesaia::]:a Apabila Debitur Wanprestasi

331 Upaya Penanggulangan Untuk

nghindari Tindakan Wanprestasi

Perbedaan pemberian pinjaman anfara lembaga perbankan dengan pinjaman

modal usaha program PUKK ini adalah phak peminjam/kreditur dalam hal ini

PT.Telkom peduli terhadap keadaan usgha debitur yakmi selaku pembina, yang

dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha mitra

binaannya.
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Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan upayva
penanggulangan terjadinya wanprestasi pleh debitur vakni
A Monitoring
Untuk mengetahui perkembangan usaha kecil dan koperasi diadakan kegiatan
monitoring. Kegiatan monitoring adalah|pelaksanaan pemantauan terhadap hasil yang
telah dicapai dan perkembangan usaha| mitra binaan atas bantuan pembinaan yang
diberikan. Kegiatan monitoring tersebul dilaksanakan minimal | (satu) kali dalam
masa pembinaan dan dilakukan oleh Puktel Kantor Perusahaan atau Pokja Puktel
Regional/Daerah, dengan hasil meliputi informasi sebagai berikut -
I Realisasi penggunaan pinjaman
2 Perkembangan asset, usaha dan administrasi
3 Pelaksanaan pembayaran angsuran
Hasil monitoring yang dilakukan kemudian dievaluasi oleh Unit Puktel
Kantor Perusahaan, untuk meningkatkan pembinaan terhadap mitra binaan dan
apabila terdapat perubahan dan atau pembatalan dari acuan vang telah disetujui
dengan mempertimbangkan prospektif usaha yang lebih baik harus ditindak laniuty
dengan surat menvurat yang menjelaskan|terjadinya perubahan.
Monitoring tersebut dilaksanakan dengan|tingkatan prioritas sehagai berikut -
I Mitra binaan yang bermasalah
2. Mitra binaan vang berhasil baik
3. Mitra binaan yang baru
Sedangkan dari pelaksanaan monjtoring tersebut akan didapat kondisi mitra
binaan yang kemudian dikelompokkan| dalam beberapa kategori (ditinjau dari
keaktifan pembayaran) -
1. Kategori lunas
ialah mitra binaan vang sudah lunas dalam membayar seluruh kewajiban

pembayaran angsurannya selama masa perjanjian (2 tahun)
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/sesuai jadwal perjanjian, dalam membayar

Al tunggakan dalam kewajiban membayar

ialah mitra binaan yang tidak dapat melunasi seluruh kewajiban pembayaran

p waktu perjanjian)

1alah mitra binaan yang telah diperpanjang masa perjanjian pinjamannya menjadi

melunasi perjanjian

Bentuk pembinaan vang dilakukan meliputi kegiatan pelatihan/pendidikan dan

2. Kategori lancar
ialah mitra binaan selalu tepat wakty
angsuran pinjaman
3. Kategori menunggak
talah mitra binaan yang mempuny
angsurannya sebanyak 3 (tiga) kali pariode
4. Kategori bermasalah
angsuran selama 2 (dua) tahun (jangk
5. Kondisi macet
2 (dua) tahun, namun tetap tidak bisa
B Pembinaan
pameran.

Dana dari kedua pembinaan tadi (pendidikan/pelatihan dan pameran) diamhil

dari besarnya bunga vang disetorkan oleh|mitra binaan.

Pelatihan/pendidikan dan pemagangan

Kegiatan pendidikan/pelatihan dap pemagangan ini dilakukan oleh suatu

lembaga. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengkajian, pemagangan serta pendampingan yang bergerak di bidang pendidikan

dan pelatihan serta pemagangan.

dahulu yang diawali dengan pengajuan

Penunjukan lembaga ini oleh PT

[Telkom dilakukan melalui seleksi terlebih

proposal oleh lembaga yang bersangkutan

yang berminat untuk memberikan pendidikan, pelatihan, pemagangan serta

pendampingan mitra binaan PT.Telkom.| Proposal tersebut ditujukan kepada Pokja

Puktel Regional/Dacrah dan selanjutnya disampaikan kepada Unit Puktel untuk
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dievaluasi. Sedangkan untuk tingkat ngsional, lembaga vang bersangkutan hanya
mengajukan proposal kepada Unit Puktel

Pokja Puktel Regional/Daerah maupun Unit Puktel selanjutnya menyusun
daftar mitra binaan yang akan diikut sertakan dalam program pendidikan dan latihan
pemagangan serta pendampingan.

Inisiatif untuk pelatihan dan pendiflikan serta pemagangan dan pendampingan
int dapat berasal dari kedua belah pthak yakni mitra binaan ataupun PT Telkom
sendiri selaku pembina,
2 Pameran

Seperti halnya pada kegiatan pendidikan, pelatihan, pemagangan serta
pendampingan mitra binaaan, kegiatan| pameran ini juga dilakukan oleh suatu
lembaga yang diawali dengan pengajuan| proposal oleh lembaga yang bersangkutan

vang berminat menangani hal ini. Lembgga yvang dimaksud vaitu merupakan suatu

organisasi yang bertujuan untuk mengadakian suatu pameran.

Inisiatif untuk mengadakan pameran ini datangnya dari mitra binaan itu sendiri
vang merasa kesulitan dalam hal pemaspran produknya. Tujuan dari pameran ity
sendiri adalah untuk mempromosikan b ang/jasa yang dihasilkan oleh para mitra
binaan sehingga memperoleh pangsa pasar yang seluas-luasnva.

Dana yang digunakan untuk pamefan ini juga berasal dari bunga pinjaman
vang dibayarkan oleh mitra binaan pada PT Telkom.

3 Penelitian dan Pengkajian

Penelitian dan pengkajian yang dimaksud disini yaitu berupa kunjungan mitra
binaan yang didampingi oleh PT Telkom ke suatu tempat usaha yang dinilai sangat
sukses yang dapat dijadikan percontohan, Sehingga di tempat tersebut mitra hinaan
dapat melakukan penelitian/pengkajian demgan cara memperbandingkan antara usaha
vang dikelolanya dengan tempat usaha yang dikunjungi tersebut ataupun dengan
melakukan nativigasi/penvelidikan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin

demi kesuksesan usaha vang dikelolanya. Untuk kegiatan penelitian/pengkajian yang
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berupa kunjungan ini, Area Camar rencananya akan melaksanakan program

kunjungan tersebut pada bulan Juli 2003,

€ Kunjungan oleh Pokja Daerah yang bersifat insidentil

Kunjungan yang dilakukan oleh okja Daerah Jember dilakukan nleh panitia
kbusus yang telah dibentuk, kunjungan ni tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada
mitra binaan. Sehingga dengan kunjungan yang mendadak ini dibarapkan dapat
mengetahul perkembangan/kemajuan mitra binaan ity sesungguhnya/sebenarnya, dan
dari hasil kunjungan tadi dapat diambi| kesimpulan apakah pinjaman modal vusaha

yang diberikan tersebut berhasil dengan baik ataukah tidak

n Pertemuan antara pembina dendan mitra binaan
Pertemuan yang dimaksud adala pertemuan antara kedua belah pihak yang

sudah direncanakan terlehih dahuly at

w

kemauan keduanya (pembina dan mitra
binaan) atau salah satu pihak. Pertemuan ini dimaksudkan sehagai charing tukar
pendapat  vang menghasilkan  masu an-masukan bersifat membangun  atau
mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kemajuan usaha mitra hinaan_
dan juga diharapkan dengan pertemuan |ini antara pembina dan mitra binaan akan
terjalin komunikasi dimana hal ini sangal mendukung terbentuknya suacana kondicif
bagt kelancaran pengembalian pinjaman modal usaha terutama kesuksesan

pelaksanaan program PUKK ini.

332 Tindakan PT Telkom Apabila Terdapat Debitur Yang Wanprestasi Atau
Mempunyai Indikasi Untuk Wa prestasi
Pemberian pinjaman meodal usahd dan investasi terhadap usaha kecil dan
koperasi dalam program PUKK ini di aksudkan untuk lebih meningkatkan dan
mengembangkan usaha mereka sehingga mampu bersaing di era globalisasi ini,
karena ternyata kebanyakan usaha kecil d koperasi di saat krisis moneter menimpa

Indonesia justry mereka mampu bertahap terutama yang beorientasi pada bidang
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gan modal usaha untuk lebih meningkatkan

dari program PUKK ini dimaksudkan untuk

dan koperasi tersebut lewat bantuan dana

2. Oleh sebab itu apabila terdapat indikasi
aimana mestinya maka pihak Telkom (Pokja

melakukan tindakan-tindakan tegas seperti

Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat berupa :

Debitur teslambat melakukan pembay

aran angsuran pinjaman

Debitur sama seckali tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran

pinjaman yang telah dipinjamnya
Debitur  melakukan pembayaran

jumlah/besarnya angsuran seharusnyg

tidak

sebagaimana yang diperjanjikan

angsuran  tetapi sesual  dengan

Langkah-langkah yang dilakukan gleh Pokja Telkom dalam mengatast masalah

terhadap adanya indikasi debitur untuk wanprestasi yaitu

l.

(R]

. Peringatan/somasi secara tertulis

Peringatan/somasi secara lisan

Tindakan yang dilakukan pertama

kali adalah pemberian peringatan/somasi

secara lesan terhadap debitur. Somagi secara lesan ini diberikan dengan alasan

bahwa kemungkinan tidak dilaksanakannyva kewajiban debitur dikarenakan

debitur tersebut lalai karena lupa

sibuk, sakit atau peristiwa lain vang

menghambat atau merintangi  debitur schingga tidak dapat dengan segera

melaksanakan kewajibannya. Jadi vang dijadikan patokan adalah bahwa debitur

tersebut masih mempunyai itikad baik|

Apabila peringatan secara lisan sama
pthak Pokja daerah lember akan

peringatan secara tertulis pada debitur

untuk melaksanakan kewajihannva

sekali tidak diindahkan oleh dehitur maka

melakukan tindakan berupa pemberian
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Muhammad (1992:220). dilakukan
(hevel of soortgelijke akta) dalam sumat
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Jika tidak dipenuhi ia dinyatakan lalaj
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atkan secara tertulis menurut Abdulkadir

dengan surat perintah atau akta sejenis itu

perintah atau akta mana ditentukan bahwa

ntu yvang disebutkan memenuhi prestasinya,
atau wanprestasi.

tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak
-alasan mengapa ia tidak melaksanakan

force majeur/faktor ekstern (Kebyjaksanaan

ukah hal lain yang berkaitan dengan aspek

pemasarannya, aspek pengaturan keuangan, aspek dana. aspek bersifat teknis dan

aspek manajemen perusahaan yang
kewajiban, dalam hal ini terdapat
maupun tidak langsung dapat mempe
pinjaman tersebut.

Walaupun dalam perjanjian tersebujt

tentang force majeur, namun force

menyebabkan debitur tidak melaksanakan

kesulitan sehingga baik secara langsung

ngaruhi terhadap kelancaran pembavaran

tidak ada ketentuan vang menvangkut

jeur dapat diterima keberadaannya dalam

hal debitur wanprestasi dengan dasar [pertimbangan menurut kebiasaan dan akal

sehat. Adapun Unsur-unsur vang terda

memusnahkan benda yang menjad

2

Tidak dapat dipenuhi prestasi k

Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa

at dalam keadaan memaksa adalah -
yang membinasakan atau
obyek perikatan, ini selalu bersifat tetap

Tena suatu peristiwa yang menghalangi

perbuatan debitur untuk berprestasi. ini dapat bersifat tetap atau sementara

Peristiwa itu tidak dapat diket

membuat perikatan baik oleh debit

i atau diduga akan terjadi pada waktu

i maupun oleh kreditur, jadi bukan karena

kesalahan pihak-pihak khususnya debitur. (Abdulkadir Muhammad, 1992:28)

Apabila alasan debitur tersebut dapat ¢
Telkom kemudian melakukan tindal
memecahkan permasalahan yang dihad

i1 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Sus

literima oleh akal sehat maka pihak Pokja

kan berupa bimbingan konscling untuk

api oleh debitur, Peringatan secara tertulis

at peringatan biasa yang disampaikan oleh
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kreditur kepada debitur itu disebut Juga dengan istilah “ingebreke stelling ™,

(Muhammad, 1992:23)
Bimbingan/konseling ini adalah bd

mengalami kesulitan dalam mela

Tupa pertemuan antara mitra binaan yang

sanakan kewajibannya dengan PT Telkom

untuk membicarakan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi mitra binaan yang

kemudian di dicari cara pemecaha yang paling efektif dan efisien. Tindakan

pemecahan yang dapat dilakukan yaifu -

a. Rescheduling/penjadwalan kem

kredit yang berupa perpanjangan
angsuran ataupun menurunkan j

perpanjangan jangka waktu kredi

ali, vang berkaitan dengan Jangka waktu
Jangka waktu kredit, memperpanjang jarak

umlah setiap angsuran yang mengakibatkan

b. Reconditioning/persyaratan  kenjbali. yang berkaitan dengan perubahan

persyaratan kredit :
L.

&

Kapitalisasi bunga, vyaitu

bunga dijadikan utang pokok, sehingga

nasabah untuk waktu tertertu tidak perlu membayar bunga

Penundaan pembavaran

unga, yaitu bunga fetap dihitung tetapt

penagihan  kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah

mempunyai kesanggupan

Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang

dengan syarat yang lebih ri

- Pembebasan bunga, dilak

gan

ykan apabila mitra binaan tersebut dinilai

sudah tidak sanggup untuk membayar bunga dikarenakan usahanya

hanya mencapai tingkat kembali pokok

Penurunan suku bunga, apabila mitra binaan tersebut dinilai masih

mampu membayar bunga,

tetapi suku bunga yang dikenakan terlaly

tinggi tidak seimbang dengan hasil usahanya

¢. Restructuring/penataan  kembali,| Apabila kesulitan usaha mitra binaan

disebabkan oleh faktor modal maka dilakukan peninjauan kembali situasi dan
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a.
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restructuring i dapat berupa tambahan

rtulis hingga 2 (dua) kali tersebut ternyata
prsangkutan, maka pihak Telkom (dalam hal
tindakan lebih lanjut yakni berupa tindakan-
ang telah diberikan/disalurkan sebagaimana

njam Meminjam antara PT Telkom dengan

Pihak —1 dalam hal ini PT.Telkom (atas kekuasaan yang telah diberikan oleh

pihak ke-2 dalam hal ini pihak
berhak menjual harta kekayaan

debitur lunas seluruhnya kepad

debitur dalam perjanjian yang telah dibuat)

debitur (pihak ke-2) sampai dengan hutang
a pihak kreditur dalam hal ini PT Telkom

(pasal 3 ayat (2) Perjanjian PUKK antara PT.Telkom dengan usaha kecil

dan koperasi)
PT.Telkom akan mengambil pej
dari dana pinjaman PUKK PT.
antara PT.Telkom dengan usaha
Pihak kreditur (PT Telkom)
instansi terkait maupun BUMN
debitur tersebut (pasal 3 ayat

dengan usaha kecil dan koperasi

).

alatan/investasi debitur yang telah dibelinya

Telkom (pasal 3 ayat (4) Perjanjian PUKK

kecil dan koperasi)

berhak untuk menginformasikan kepada

N Pembina lainnya mengenai performance

(5) Perjanjian PUKK antara PT.Telkom
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IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis jabarkan didepan maka
kesimpulan vang dapat diambil adalah
1. Seperti halnya perjanjian kredit di Lembaga Perbankan pada umumnya, pinjaman
PUKK PT.Telkom ini juga menggynakan standart kontrak. karena dinilai lebih
efisien dan efektif. Adapun prosedur yang harus dilalui dalam pemberian
pinjaman modal kerja/investasi ini yaitu
Pengajuan proposal usahg dan surat permohonan
b. Evaluasi awal, yang meliputi kegiatan pemeriksaan kelengkapan surat

permohonan dan pemeriksaan proposal serta pengisian blanko

permohonan

Survey/evaluasi isi proposal

e e

Penyeleksian dan evaluasi calon mitra binaan

e. Administrasi dan penetapan mitra binaan

. Penandatanganan perjanjian

g Penyaluran pinjaman oleh|[PT.Telkom kepada mitra binaannya
2. penggunaan rekomendasi tersebut tilak menimbulkan akibat hukum vang dapat
mengikat si pemberi rekomendasi, karena kedudukan si pemberi rekomendasi
bukan sebagai penjamin/horg seperty halnva dalam lembaga jaminan perorangan
(borgtocht atau guaranty) yang ditu ngkan dalam suatu perjanjian khusus vang
menyatakan bahwa si pemberi rekomendasi bertanggung jawab apabila debitur
wanprestasi.
Jadi terhadap pinjaman yang hanya menggunakan rekomendasi, kedudukan
PT.Telkom kalah saing dengan para kreditur pemegang privelege, gadai dan
hipotik. Sehingga hanya berkedudukan sebagai  kreditur konkuren yang

memperoleh  jaminan umum  saja sebagaimana diatur pada pasal 1131

b3



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2

Digital Repository Universitas Jember
54

K.U.H Perdata, vang mana juga harus bersaing dengan para sesama kreditur

konkuren lainnya untuk memperebutkan harta milik debitur yang wanprestasi

tersebut.

Pengikatan jaminan, berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PT. Telkom

dengan mitra binaannya tersebut dilakukan dengan pembuatan “Berita Acara
Tanda Terima™ benda jaminan yang diikuti dengan penyerahan bukii kepemilikan
atas benda itu pada kreditur ( PT Telkom). Dengan dipegangnya bukti kepemilikan
tersebut tidak berarti kreditur (PT.Telkom) dapat menjual benda vang dijaminkan

tersebut dengan kekuasaan sendiri. Kreditur hanya dapat menjual benda Jaminan

tersebut apabila telah mempunyai

kekuasaan untuk ity (penyerahan benda

Jaminan yang diikuti dengan pengikatan Jaminan). vyakni telah memegang

“Sertifikat Hak Tanggungan™ dari BP
(fidusia) “Sertifikat Jaminan Fidusia™
Dengan sepala kemudahan dan K

pinjaman modal kerja/investasi vang

N bagi benda tetap dan bagi benda bergerak

esederhanaan prosedur dalam penyaluran

dilakukan oleh PT Telkom melalui program

PUKK. ini kesemuanva dimaksudkan hanya untuk membantu pengusaha kecil

dan koperasi yang kesulitan dalam

permodalan agar mampu mengembangkan

usahanya dan mampu untuk bersging dengan perusahaan-perusahaan hesar
lainnya.
Upaya yang dilakukan PT.Telkom agar Mitra Binaannya tidak melakukan
wanprestast antara lain dengan melakukan monitoring dan pembinaan dalam
bentuk pelatihan, pemagangan. penelitian/pengkajian dan kegiatan pameran
terhadap hasil produksi barang-barang maupun Jasa dari mitra binaan tersebut.
Kegiatan lain dengan melakukan kupjungan oleh Pokja Daerah yang bersifat
msidenti] kepada mitra usaha tersebu (debitur) dan dilakukan pertemuan antara
pembina dengan mitra binaan yang telah direncanakan terlebih dahuly
Pertemuan ini dimaksudkan sebagai sharing, tukar pendapat yang menghasilkan
masukan-masukan bersifat membangun atau mempunyai pengaruh besar terhadap

perkembangan kemajuan usaha mitra Hinaan,
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Sedangkan tindakan yang dilakukan
vang wanprestasi vaitu :
a. Peringatan/somasi secara lisan

b. Peringatan/somasi secara tertulis
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oleh PT.Telkom dalam menghadapi debitur

¢. tindakan-tindakan untuk pengamanan kredit vang telah

diberikan/disalurkan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pinjam

Meminjam antara PT Telkom dengan Mitra binaan tersebut

Adapun saran yang penulis dapj

Pemberian pinjaman modal kerja/in

dalam bentuk pinjaman uang ini

at berikan yang berkaitan dengan pokok
erikut
vestasi yang dimaksudkan sebagai bantuan

hendaknya tidak terlalu longgar dalam

persyaratan pemberian pinjamannyg dan hendaknya harus diperhatikan juga

terhadap keamanan serta keterjami
sampai pinjaman tersebut disalahg
Jawab.

Hendaknya terdapat keterbukaan

an dari pinjaman yang diberikan, jangan

akan oleh orang vang tidak bertanggung

{nformast  pemberitahuan tentang adanya

pinjaman program PUKK ini pa

masyarakat luas, sehingga pemberian

pinjaman ini benar-benar sesuai dengan tujuan dari program pemerintah tersebut

Pemberian pinjaman yang hanya di

dengan hanya melihat karakter ca

pengembalian pinjaman yang disalurk
perlu diperhitungkan pula yang sewal
tidak dikehendaki kedatangannya sef

asarkan pada kepercayaan dan keyakinan
on mitra binaan tidak dapat menjamin
an, karena adanya faktor force majeur yang
Ktu-waktu dapat terjadi secara tiba-tiba dan

ta mengingat Kurangnya tenaga ahli yang

diperlukan dalam monitoring dan kegiatan pembinaan maka ada baiknya pihak

Telkom menggunakan jaminan kh
prosedur lembaga jaminan yang ada

program asuransi kredit (ASKRINDO

isus  dengan pengikatan jaminan sesuai
saat ini, dan bila perlu ikut serta dalam

agar lebih terjamin.
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MERNTERI KEUANGAM .

AN REPUBDLIK TUHDONESTA
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P I16/KHK. 01671994

~as

WOMOIk

-

PEDOMAM PEMBTINAAN USAIIA KECIL DAl KOPERAS I
MLELALUL PEMANIANDIAN DANA DARY DACYAN LADA:

&gl

~Dadan Usaha ML) 1K Hegd

UALAN USAIIAN MELIK NEGARA :

T MENTERI KEUAMGAN REpPULLY K TN'""”'?".’i’A,

-y ¥

bahwa dalam rangka mendovony J'.cql.mtn'n_dar*. Poctumbubapn
ckonoml * dan Levreciptanya eroerataan Pombangunan
mulaelul pevluasan dpangan merya dan Kesempatan
REVBIGINE ;e T O o nbanglcsn pultonsi usiha cecil don
koperoul agav menjodi  tangguh  dan mandlel sehlngga
dapgt meningkatkan | tonrar hildup mnaynraket serrva
mandoroncg Lumbuahnyna| damlb bLarann anbava DUMIE dangan
Usaho Jeoal ) ognetn Jorpturng 1y :

l;..u:\-‘:u Unbull  dapnt CLorcapalmya makaud Luvdclhult padan
Areeny S malca Kepuluovan mHMunterl Kuvunngan HNomor
1232/KMK.013/1909 Langgal) 11 Nepember 1903, jo lHowor
P J0G/KIMK.013/1991 tunggal 24 Harsk 1991, o lomoxr
J60/KMK. 013 /1991 ¢ PYMEANRENADE 11 touhl poriy
ditinijau kemball; : .

Lahwa berhubung dengan -hal-ha) Lersobult diatas
‘U-l'”ll'ulung Poriu untuk manolnplkon  Kapultunan Manbtere)
Nouatagur, Lentang  Pedoman Pemblnaan™ Usaha Kecll duon
Koperasl Melalu{ pam ntantan _Dara Darl Daglan Laba
[ (e

Nomox| 19- Prp -“reohun — 1960 -tantang

Urd a Ng-undang
1960 Nomor

Perusahaan Hegara (Lemwbaran Hegara Tehun
59 Tambahon Lambotan lHaeair-n Homer: 19n9)

Lentanyg Prenctapaon

Undang-Undang Nomor 9 ‘r'aliun 1969
Homor 1

Peroaturan Peinerintah Penggantl Unduny=Undang
Toahun 1969 (Lembaran NHeyara "l'ahun 1969 tomor 15;
Tambzhan Laewmbairan Negdra Homov 20v0) tentong DBentuk-
bentuk Usuaha Negora menjaodi Undang-Undang: (Lembaroun

Negara Taiun 1969 Homdr «C; Tambiahan Lambaran legars
Nomor 29041) ;

25 Tahun 1992  Ltentang

Undang-Un:lang Homor|’
Homor 116

Perkoperaslian (Lembaranp Negaia ‘I'aliun 1992
Tambahian Lembaran Negora Homo!r 2502);;

B {5 2 Y T e e R e o
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Rt nann
UAIN Al A

NEGAnA,

Pasal 3
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Lo Dadan Uualin Yang  Cldak gelurul sahamnya
dlmil L)y hegara tetapi sLatusnya dlsamakan
dengan EVHEL Vo Sty - WP T — T ’

= LDUMN Yang merupakan Paltungan antara
Pamarintan dongaon Pemerintaln Daerul;
= UVBUMN Yang merupakan Patungan antara

Pemerinta
= DUMN
dengan

Usalha Kecll adq
Yang Lelah

mempunya | Panjuslnn/omze s

Lingginya Rp 60
Lingglinya np
Yang ditempaty)

yang wmerupakan
LUk

GO0 Fuita

lalnnya;
patungan

h dengan vumn

antava punMn

Lalnnya.,

alal Peroranygan atauy .badan. Usaha
melakukan kngiatnnthnhn yang

per tahun sollinggl~
noael/olhtlva setinggl-

atnu _
Lanah dan bangunan

(dliluar
Lerdivl dar]

-

0 Juta

a. UL\UOH......./J

-y
Y
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REPUTUSAN MENTERL KEUANGAN R.
HOMOR tJLIG/KMK.016/1994
TAMGGAL 1 27 Juni 1994

MENTERI HEUAMGAM

Badan Usaha

Perorangan '
petani, pdt
Penambang,

-8ebagainyan) .

Flitra Dinaan acl
mendapat bantda

(Fa, oV Pl «an Koperasi) .

(punglrujJ.n/lntlustrl ruman  tanogga
ernak, nelayan, poerambah hutauwy
Podogyany barang dan jasq” da

alah usaha kecil'uan kopevas! yan
nopembinaan, . = :
hye ien it ’

Pasa; 2

BUMN scbagaimuna Levzebut dalam Pasal 1, dlwvayluka,
melalkuling; Pemb L
Koperos | ‘encan |n
Yang dlatur dalan

(L)

(2)

1) ny

ay Yittg

Scebagoalmuna g,

Q.

Daglon Pey

uuiy Lochada, Luoaha Kievie L 1 i T
engindahikan keLanuan-—kcl:ea\':un:
Keputusan jini. '

RTINS O ]

s gpnindng Vi Loy Provoadal pon g
malkcud dalom posal 2 bavaval dayr):

lerlntanh pras laba buUMN selwnsarc

antara 1% + g» dari seluruh laba Pervusahaan

selelah. paj

Pengembalin
Linnan,

&g

N pinjaman dan bunya dorl mitea

Ieies |0, bunyal yaneyg barnoeal 1y Ponompaltonn dann

pemblinaan y

Besarnyas dana
dalam ayat (1)
darl I x don
Memportimbang)
bovdnuariknn 1Pue

a g

Lersebut ditetupkan olel Dewan Komisaris,

any bLelum Locaanlurknn,
LPemblnaan sebagalnAng dimaksud
hurur n diusahakan lablh bLeuacr
maks Linum Sebasar 5 1 stalbelal
C 0oy likuldicns Perusahaan,
emnn wvubigal bocikut

Untulg Persdre,, Jumlahn Lersebut dltotapkan

dalam Rapat

Untuk l’c(rum ;
Rapac Pemba)

Untuk, DUMHM

Uinuin lnuneqang Saham (nues) ;

jumlah terscebut ditetapkon ualam
INsan UVersanma (njeo)

dengan bLentuk kKhusus,. jumlan

Paovanl i 006 @ 35 e e A
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Pembinaan
dapat borupa bantuao

a.

T =

(1)

(2)

manajemen serta:

KEPUTUSAIL MENTERT KEUANGAN 1.1

HOMOR VJLG/KHMK,0L6/19904
TANGGAL 27 Junl. 1994
MENTEFI KEUANQAN
-_— 4 —_
{
i Puoval 4

LUMNH

Pendidikan,
untul

pela
meningka

Plnjaman Modul K
bungu yung disdg
binaan untulk

Penjualan/omzet
DUMN .,

.

IMomasaran dan P
Pemberlon Jamina
pPorbankan dun nt

Punyavlaan [renely
Davrah  Jngkat
pinjaman kepada

Dana
diperuntuklkan :

e Uononha Kacell
Lo Kupavan ),
Jdluntaranya
Koperao |

UDantuan kepada

a. Pinjaman dengan kKeltentuan i

1.
PAL

Untulk
Besarnya

mitra bina

HHibuah dengan

1. Khusus wu;

PpPelatihan,

dan penoli

Lerhadap

vinoe L

/KU

Kary

meimnb

Usaha Kecll dan Koperaal

n 3

tihan, penelitlan-:dan Pemagangan
Lkan Kkemampuon kewirausohaan,
kebrampilan teknis produksl,

erJa dan Investusl dongan tlngkat
suadikan dangun Jkamompuan miteao
menlingkatkan produksi dan
Yyang ditetaopkan oleh DLiliveksal

hoel) produkagl.

n dalam rangka memperolelhh kredit
e Lranoalkoo dangan plhak ketlga.,

bobarvanhiann o madal o vanbuar n ol
I yaing  mombon G rormodalun dan
Houba kocll dun kuporoesl.

Pasal 5

pembinaan DUMN yang disisihkan cetlup tahiun
F A '|.'| -

dndmel sabeune 50 1,

mukolmol wvebovar 50 1 Yyt
makelmanl wvebosar . 5 % untuk

awan DUMH yang beroangkutan,

alilra blnaan diberikan UbLerupa :

layai modul kerja dan investasi.
Pinjaman wuntuk masing-masing
on maksiminl 75 % darl kebutulian,

ketentuan :

Ppendidlikan 'd;\n
promosi, pengkajlan
<

WLtuk membluyal
pemagungan,
Lion.

2 Ueénrnya sivian g e 19

/
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KEPUTUSAN HMENTERL KEUANGANI N, 1
NOMOR ! J1G6/KMK,016/1994
TANGGAL : 27 Juni 1994

MENTERI KEUANGAN °
-.5:... .' 3

21, Uusurnyn.dTnu LAbah Jdlbotapkan maks Lmal
' JO 3 darl |dana yang cdisediakon sel'lap
Cattin , e g . <
J. Desarnya ddna hibah untuk masliny-maslng
mitra Linaan makslimal 75°% davl kebubtuhan.

©. Panyaerltuan dangun keatuntuan 1 ¢

1. UDiberikan NBonya untuk purusahaan modal
vanbtuirn

2. Novarnya ponyortaan cdltolnpkan olueh
Menleri Keugngan. L > -
' f Posal 6

1) utuw cata pcﬁbarlrn buncuan pPlnjoman dan hivah ’
vdalah sobagal barlikut

a. Ugahn koacl) dan Kopornnl (Cnlon Mltva Nlnnnn
Monyuwoun  conenn Pangegunnni: o dunn gy b
Provivpenndvivin gy Wipsvkraayay wieaeanle o L fak gy ol
LiuMn,

Do BUMH muelakukan Seleksl dun avaluas! atag
Permononan yanp dlajukan oleh calon mitrca
binaun.

c. Canlon mitra | - bilnaan yoang terol i,
maonvaoalosa Llkan wosog -administvasd DLantunsmn
dongan 1SUMNH yung borvangkutan,

(2) Pavmohionnn, Pumboavlion Lantuon panyorbtaan dalam
Porvuvahaan modaol vVontura "diojukan oleh uvuUMNn
kepnda Menterl Keuangan,

Plasal 7§ : & . -

Dontuan Pemblnnan nju kepacda mitran Llnaan
dalom Dentulk PLojuman dituanykan doulam surat
Perjanjian/kontrak yang isinya saxurang-kurangnya

memual : d i

a. Pibak-plihak yang meng lkat perjanijlan. - 4

L. ltak dan Kewajiban maging-masing plhak.

5. DPentuk dan  staltus Dbantuan peablnaan  yang ¥
dilukukan. ' : :

d. Besarnya bantuan pembinaan, ’

e. Syaral-syaral pinjaman (jJanyka waktp, proscdur
Penarikan dana, bunga, loporan dan lain=-lain).

f. Sanksl-sanksal. ) " )

g. Tanda tangon kedua balah plhok dlutas muterval,

e

Pasal ¢ R )
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‘' Pasal u
Pempinaan Lerhadapg wltera binaan borolfoat sementors
dan lama Pembinaan dilakeanakun dalam Jungka waklu
selamn-lamanyn S (lima) tahun dengun, memperhat{kan
rencana penggunaan dan kebutuhan dana yang dlajukan
mitra bLinaan scrtp batasan auseot atou omzeu Yiang
ddmidixt ovlen caloh.miltra blnaan, :
' Pagal v
raan adalah tebagal bavlkut

Kawajibon witera L1

g o

Kowu) Livan yumn Fowbina adalan vabagol bLavlikut

0. Mowbentuk’ unkt khugus Yang menangand Penblinaon
Usaha kecil don koperasi. dibawal PCcnyuwasan
Geocany Dlrektuyr,

L. Menyusun rencana |anggaran dana Pembinnan  ugnha
keoll adan Koperas |,

c.-Helakukan seleks| dan menulapkar Calon mitea
binaan dar i dafftar L80g NdisediBkan - -6 ol -

+ Departemen Koperas|i dan Pengusaha Kecl).

d. Menyifopkan dan menyalurkaon dana kepoada mitra

. inaan. :

Q. Malakukuan pembingan cucara Leknle sepanjang

.!1crnfnlcunuu

I<

- ¢ =+

MENTECAI

Malakzsonalun
Yamdgtelaly

Mengelola dana

Yang telah dlujukan salialuianya’,

LT )y
b4 U T

Membayar="kembal

CEUAMGAN

keplotan  uaaha

discluijul,

vooun i oncana cyang

Perjanjian yang telah disepakalj,

Menyampaika
seltiap Lriwulan K

Lerdapat
mitra Linaan,

c,

ketaerkai

n laporan
epada PBUMN Pembina,

Lan

—

I'avirn ),

10

Usalia

-engadminlstraslkan..........

antura DU

engan bali qq#unf derngan i
punnnhntnu/pumhuhunn e o

1 Ij;rhjﬁhé&#' sngzzif J;;;;;
bertkombangan hasil usala

dangaon

/7

rencana -

s
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KEPU 'l'U AN MENTER-; KEUANGANIL N, I

NOMOonR™ 1 J16/KMK.016/199A4

i % TAHNGGAL : 27 Junl 1994 .

AR L g s ‘ ! )

MET;JTCHI, KEU/\"'GAN 2 . .
; - 9 - l .
G Hengadm[histraﬁ?knn keglatan pembinaun.

* g.JMelakulan - pembukuan -‘atas penggunaan dana

Loppemnbinaan:

Fat.oleh ' Dadan
uwameserta .rdipertang

‘wppdalam RUPS - w_unl.ul

.!

MO Lalukarr
menyampalkan

Ly Pen

ekoiwulen Jkepadn
itmadenderal Pemblnaan

,ﬁ|1.-.,,.

secalra ekera )
Pz..ngawasnn

gung

vaanLoouonn

-Mentev )l
DUIMN .

*Kcuangan
‘jJawabkan 'oloh Dlreks
¢ Porvecero:«dan'nP’L untulk Perum.
. 33
dan
luporan pelaksanaan penblngan

compltabal: dan dlaudit
dan Pembangunnn
- pbuMN.

. -
oorln
setiap-

Lirektur

ovaduaswl_

(evtangan cq.

. .
.

L.opMizlaporikan l\cs-_Ll ~oudlt DPKP atwos pongeloiaann dJdan
AL)lpewbinaan vsalla kecll dan Koporaszsl oleh - bulin
1wy kepada Menteri Keuangan. -, .
- )
Pooal O
: Dudlams pololkoanngn puml;lnl\un = QLG IEAVESRY] nyyag
diparhotllkan nzao puemurstann, oClolonusl, ofukticltnn
dan.: pongandalian| blaoyns wvorta oumbor donu  yung
Lercodia waoetlap tahun. :
: Pouol 12
£ o o . 3 B o .
Dalam hal BUMNH tlidak mamiIlkl cebang.dl daerah
Lingkatl T .dan IX, LUMNH yang basnangkulan dapoatb
mollipnhltan pamblnonannyn Kapnda DUMIE Laln yany

e D L

cobung—nl

Dalam maelalkukan

pembinaan

il bank yanu

-kepada,mltra

1 dltunjuk. - -

Pasal 12

n

blnnan_,_

khususnya yang berslfat teknls DUMN parlu mongadalka

dengan
Koel L

koordinas i

lunguuuhu
e W

FFe

".. Udiuya operaslonal
pembinaan mitra b
"Rencona Kerja Ar1

.. Gonggoren "Dlaya oD

::.{ygpprusl”.

Ketentuan-kelentuaol
bagl onak perusaha
oleh DUMI, oltaou any
dengan DUMN, UOBUMN
Pemerintah Duerah.

e ta

DapnirrLaman
Lnutans

I’asal 14

oleh

J_q,l:.l an
Sobruslonal

I'nool 15

v dalam
(N ya

dengan

yong .dikeluarkon
Laaan
Pcrusnhaan
pemblniuan Usaha

Kepultusan

ng nelurcuh
\k perusahoaan patungan anthcoa DUMH

Pemerintah

Koporvanl dan x‘nmhln.‘.nn

1l laln yany tovikkalu.

"berkaltan
'dltuangkan dalam
denygan matltan

Kecll &

dengan
DUMN

inl berlaku Jjugan
modalnyn dlmfllxl
Pucalk. maupun

POABRY: X6 e sne v wemss oD
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1
'.J" -
f.

. .,
s i

* + Dugd UUHNquﬁ
""" loporan kKeuangan

5 - . katentuan

pombagian laba a
sepenulinya inenglku

3 ~
.-—

Dengan memperhat LK
Usahia , Keoll dan
vddlakuvannkan
" dapat dilanjutkai
dilukuanukan"wujil
kotentuan dalam Ke

sy
P

Kaotontuan

Keputusan {ni{ mulalf

ANgar

. Pongumuman

Borlta: Nogara Jlepul

-

H oeeunl.donyen aallnya
KEPALA BIRQ UUM

’ L E % 8 . y
2BAQIAIf T.U, DEPANTEMEN,
Lzl ’
P Nhiﬁ?z::f-

"'.“-' ) 3 43

LEHERTATT MULUATS 11
NIP. 110010246,

MENTERI Kl

Udngun diborlJalkulk

" Keputusan ini dlnys

oetiep  orun

CEUANGAN

LE

1) |._s.';f
¢ 41
; -4y
. . ;.i : . ) '
{7 KEBUTUSAN MENTERI "KBUANGAN R, I

HOIOR t
TAHGGAL 1

FEC

316 /KHK.01.6/1994
27 Juni ‘n994

s 1
- 0 g = ‘. R %
I . 'I.J'-'““ '_. ‘l'.
y 4 L. Pacal .16 ;{ _
" R . _
g Laellah maelakukan pembaglan Jdaba atao

lama, d

1

cobelu

Kapultuug

tahun 219923 dan eebalunn
on bagdl DUMN
Lao laporan

(opuracl
ocobgl
¥ coampal
b
putuvoun inl.

: Ya- borlaku
yang . belum ‘malakukan
: Keuangan tahun 1993
tL-kotentuan dalam Koputugan inl.
i: . Pusal 17 -;{2

an ketentuan

pusal 16, pemblnaan
melolul BUMN "ydng tolah
i Cddbovrlakukannya Koputuoan 4inl
soclosul don-:yang bolum
menyesuslkan denygan  kotentuomn-
iu . .

‘

I'ivein ),

annya keputuean Inl maka vuynla
wnya -yunyg bertontangan dengan
ttakan tiduk berlaku logyl,

,Pasul 19

0

" borlaku pada tanggn) ditectapkan.

g wmengotahuinya, memorintslikon
" Ind dongan Dunompaltainnve dalam
)1ik Tndonouvla. ¢ en ) B

Ja'k'a‘r-t oa
‘e iy ., .

27t Junt 1994

DitoCopkan dli

.
.

Padn-tuuggnl

MUNTBRI KRUANGANN,

At 3 g
© MAR‘IK MUNAMIAD |
“ T £ (Vi
i ) . '.'_.r“'u'_;_-_
: :.' K " [ ‘
.‘ . . ! L 0
. A
" ”
¢ 1 %
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MENTERI KEUANGAN
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUDILIK INDONIESTIA

NOMOR :* .60..../KMK.0{6/1996
TENT ANG

FERUBATIAN PASAL 3 KEMUTUSAN MENTERT KEUANGAN REPUBLIK INDONZSA
NOMOIU 3 TG/KMIC.016/1994 TIENTANG

PEDOMAN PEMIINAAN USAILIA KECIL DAN KOPERASI
- MELALUI PEMANFAATAN DANA DARI BAGIAN LABA

Menimbang

Meungingat

Kp.1 BU/SJ.B51/2

MENTLERI K

b.

[ ]

‘

BADAN USATIA MILIK NEGARA

UANGAN REPUBLIK INDONESIA

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nonmor 90 Talum
1995 tentang Peilakuan Pajak  Penghasilan  Atas Pantunn Yaug
Diberikan  Untuk Pembinaan Keluarga Prascjahitera dan Kelunrga
Scjahteda I, BUMN scbagnai salah snin Whajib Pajak Dadan dape
mcimbagtu pembinaan Keluarga Peascjahitern dan Kcelunrga Scjatitere o
Lahwa schubungnn dengan hal fersebut: pogla-haeuf a dintos, teihadap
besarnya bagian Pemerintah atas Inbn BUMN untuk Pendiinans Ysale
Kecil dan Koperasi petlu dilakukan penyesunine;

balwva schubungan dengan hal-lal tersebat intas, dipandang periu
untuk  mengubah Pasal 3 Keputusan Menterl Keuangnn Nomor
I 1G/KMK.016/1994 tentnng Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan
Koperast Melalui Pemanfantan Dana Dart Bagian Laba Badan Usaha
Milik Negnra. '

Undang{Undang Nomor 19 Prf) Tahun 1960 tenlang Perusahnan
Nepara |(Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59; Tambehen.
Lembaran Negard Nomor 1989); :

ndang Nomor 9 Tahun 1969 tentnng Penctapan Pecaturnn
“Pemerintali Penggantl  Undang-Undang Nomor 1 Talun 1969
(Lembarhn Negdra Talwn 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran
Negnra Nomor 2890) tentang Dentuk-Dentuk Usalin Negata menjad!
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Tahun' 1969 Nomor 40;
_Tambahan Lembaran Negara Taliun 29041); = - =k

Undnng-Umh{ug Nomor 8 ‘Talun 1971 ‘Temtang Perusahnan
Pertambangan Minynk dan Gas Bumi Negarn (Lembarnn Negera
Tahun 1971 Notior 76; Tambahan Lembarnn Negara Noror 2971);

a. Undang-Undang ......../2.
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Dlgltal Reposﬂory I

stapkan:

(%}

‘_C\

KEPUTUSAN
'ERUBAHAN PASAL
INDONESIA NOMOR J16/HMK 0
RECIL "DAN KOPERAST MELALUL PEMANFAATAN DANA DAN

USALIIA

Unidan;

aran INegarn

Perstian Pesieniniag
{1'cuzecra)
Trmbabinn Lembarnn

PPerscinn

Peraturanr Pemerinta
FPeribinann dan ey
Ui (ervue) dan
Talhun 1983 Nomor 3

Keputusan Presiden N
dengan Keputusan I'rd

Keputusan Presiden
Penghasilan atas lias
Prascianters Jan Kk
ETE SRR

Keputusan  MMenteri
Penyciornn dan Pen

B wgihilena dnipieeh

g-Undang Nomor 25
. Tnhun 1992 Nomor
iveyea Momer 3502)

Jn|ver5|tas Jember

HUANG AN

Tahun 1992 tentang  Perkoj.zrasian
116; Tambuhan Lembnaran

v Nomaor 12 Palun 19G9 tentang Perusnligg
(Lembiinn Negma “lnhun 1969 Somor 21

Neygnra Nomor 2894):

1 Newor 3 Tehun 1983 tentang I'ntn Caia
awasan Pemisahnon Jawntan (Perfon), Pensnlinan
‘eriinhinan Ierseronn (Persero) (Lembnian Negaia
Tambahinn Lembaran Negara Nomor 1246);

omor 96/M Tohun 1893 scbagnimana telah diubeh
siden Nomor 388/M Tahun 1995:

Nomor 90 Toln 1995 tentang Peddakunn I'njuk
tean yang Diberikar vntuk Pembinaaa Keluaiga
aiga Sejahitara 1 (Lemberae Negme Tabaer 1994

Keuangan  Nomor 1 7T/KMK.04/1996  tenlang
betitnhoan Dantunn untuk Pentbinann Kelurran
LA S ciniters 1,

EMUTUS KAN:

tonf S M B S|

KLELUANGAN REPUDLIK
3 KEPUITUSAN MCENTERI KEUANGAN

TENTANG
REPUBILLIK
6/1994 TENTANG PEDOMAN PEMDINAAN

INDONIESIA

ADAN US.\HA MILIK NEGARA,

Pasal |

Mengubnh ketentuan Pasal-3 Keputuspn M"nlcn K»uangnn Iepul iik I1u'wnc~~* Noror

JIG/KMK.016/1994 sehinugn |nuunth berbunyl scbagnal berikut ¢

(1

“Tasnl ]

Dunnyang dipergunnkan untuk pembinann sebagnimnnn dimaksed- dalom Posa! 2

Lerasal daii

a.

Brgian Pemerintah ntas laba BUMN scbesar antarn 1 %-
nerusahinan setelals Pajek. ’

3% daii sclurul: faba

b. Pengembalian ......... /3.
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MENTERI K
-3

b.  Pengembalinn pinjamn

c. llasil bungn ynng ber

tersalurknan,

Besarnya dana pembinaan
diusalinknn lcbili besar 1Y
likuiditns perusahaan berdns

@)

Untuk Persero, Jumlah

2
Saham (IRUPS);
l\_) L Untuk 'erum, jumlal (g
(RPB);
c

Dewan Komisaris. "'

Keputusan ini mulai berlaku pada tar

Agar seliap orur'lg mengelahuinya,
penempatennya dalam Berita Negary

LINAN sesuaf dangan aslinyz
KEPALA BINRO UMM

u.b.
IAN T.U. DEPARTEMEN,

Untuk DUMN dengnn Lent

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR  : 60 /KHK.016/1996
TANQQAL : 9 Februari 1996

EUANGAN

dan bunga darl mitea binaan.

nsal darl pencmpatan dana pemblnann yang bélum

scbagnimana  dimnksud dalam ayat (1) lwoul a
© dan mnksimum 3% setelall mempertimbangkan
nrkan pedoman sebagai berikut :

tersebut diletapkan dalam Rapat l-Jmur.n l’emgg.nng

eisebut ditetapkan dalam Rapat Pembaliasan Dersama .

uk  khusus, Jumlah terschut ditetnpkan aleh

Pasal 11

igeal ditetnpkan,

memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan
Republik Indonesla.

Ditetapkan di t J A K AR T A
pada tanggnal %, Enhgyord 1996

HENTERI KI%UN{MN,
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ME
. " BALINAN ..
KEPUTUSAN MENTER]

NTERI KEUANGAN . “

K GUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR|:266 /KMK.016/1997

TENTANG

PERUBAIIAN PASAL | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316{KMK.016/1994 TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI

MELALUI PEMANFAATAN DANA DARI BAGIAN LABA

BADAN USAHA MILIK NEGARA

Menimbang

Mengingat

Kp. : BU/SJ.B4L/6. ;
543/8/Y1/91/15%

~ Minyak dan Gas

. Undang-Undang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan dite

fapkanuiya Undangfl}rfdang Nomor 9 Tahun 1995 lentang

Usaha Keeil, kriteria usaha keeil perlu dilakukan penyesuaian agar tidak
limbul perscpsi yang berbedz-beda; '

bahwa sch'ubunga
Pasal |

mengubah

JIG/KMI.016/1994

Koperasi Melalui
Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 fentang Perusahaan Negara. '

(Lembaran Negar
Nomos: 1989);

Undang-Undang
Pemerintah Peng
Dentuk-Bentuk U

Tambahan Lemnb
(Lembaran Negar

Nomor 29041);
Undang-Undang

Tambahan Lembi

Negara Tahun |
3502);

992 Momor 116;

\" dengan hal terdebut ' atas, dipandang perlu untuk
' Keputusan  Menteri © Kevangan  Nomor
tentang  Pedoman  Pembinaan Usaha™ Kecil dan
pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik

» Tahun 1960 Nomor 59; Tmnb_nhan Lc.ml:gnran Negara

Nonmor 9 ~Tahun 1969 tentang Penctapan Pcraturan
yanli Undang-Undang Nomor 1 Tahyn 1969 tentang
saha Negara (Lembaran Negara Tahui 1969 Nomor 16;
aran Mcgara Nomor 2890) menjadi  Undang-Uncang
a Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 8 ‘Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan
Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76;
ran Negara Nomor 2971); -

Nomor 25~ Tahun 1992 tenlang Perkoperasien (Lembaran
'l'amlbah:u.\ Lembaran Negara ‘Nomor

5. Undang-Undang ....../2

PN
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Menctapkan

Keputusan Menteri Keuangan

= Nomor @ 266/KMK.016/1997
Tanggal : 11 Junl 1997

MENTERI KEUANGAN

+2s

Undang-Undang| Nomor 1| Tahun 1995 tentang  Perscroan  Terbatas /
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3587);

* Undang-Undang |Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran

. Negara Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

10.
~ Pembinaan Usahg Kecil dan Koperasi Mclalui Pemanfaatan Dana dari

Peraturan Peimeriptah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pcrusahaan Perscroan
(PCRSERO) (L¢mbaran Negara Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan
Lembaran Negarg Nomor 2894) scbagaimana telali diubah dengan Peraturan
Pemeriniahh Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor
32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987); \

Peratran Pemeriptah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pcmbinaan
dan Pengawasan| Perusahaan Jawatan (PCRJAN), Pcrusahaan Unmum
(PERUM), dan J'erusahaan Perscroan (PERSERO) (Lenibaran Negara
Tahun 1983 Ndgmor 3; Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3246)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1983 (Lenbaran Negara Tahun 1983 Nomor 37); -

Kepuwsan Presiden Nomor 96/M  Tahun 1993 tentang  Kabinet
Pembangunan VI; :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 lentang Pedoman

Bagian Laba Badan Usaha Milik Ncgara scbagaimana telah diubah dengan

* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KMK.016/1996 (cntang Pcrubahan

Pasal 3 Keputusa) Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 (entang
Pedoman Pembingan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana

dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara, ¥ = SR

NMEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI' KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PERUBAHAN PASAL | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KMK.016/1994 TENTANG

~-PECDOMAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI MELALUI
PEMANFAATAN DANA DARI BAGIAN LABA BADAN -USAHA MILIK
NEGARA. -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal | butir 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik {indonesia Nomor
316/KMK.O16 /1994 schingga berbunyi sebagai berikut:

“2. Usaha kecil ....../3
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Keputusan Menteri Keuangan

.Nomor P 266/KMX.016/1997
Tanggal ; 11 Jund 1997

MENTERI KEUANGAN

O3

“2. Usaha kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang
mempunyai penjuaian/omzet perfahun sctinggi-tingginya Rp 1 nuliar atau yang mempnnyai
assct/aktiva sclinggi-tingginya Rp 200 juta (diluar tanah dan bargunan yang' dilempati)
terdiri dari : ' 34 e

a) Badan Usaha (Fa, CV, PT dan Koperasi);

b) Perorangan (pengrajin/industri{rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan,

- penambang " pedagang barang dan jasa dan scbagainya) .

Pasal il

Keoutusa ini muloi berlaku puda tangep! dicetupens,

-

Agar setiap oreng  mengetahuinya, |memerintahkan pengumuman Ke utusan ini dengan
(- P = (-3 ) 2
penempiannya dalam Berita Negara Rgpubiik Indonesia.

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Junt 1997

SALINAN Sesuai deiigan aslinya . Menten Keuangan
____Kenala Birb Umum,

B i )
1N LDy i

ftd .=

.

Mar'ie Muhammad -
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MENTERI KEUANGAN

Yth. Seluruh:DIreksl BUMN 25 Mel 2000
(Darar ferthraptr) -
g T
CTemggat o -
. SURAIL EDARAN.
Nomor: SE+ 31 /MK /2000
"2 - 'TENTANG

PEDOMAN PELAKSAN AAN PROGRAM PUKK

Schubungan dzngan telrh ¢iundangkannya Peraruran Pemeriniah . Nomecr.
9§ tahun 1999 tecieng “Pengalihdn Kedudukan, Tugas un Kewenangan Menter
Kevangen selaku Rapa: Umum Pemegang Saham alau Pemegang Saham pad:
Perusaheen Perserozn den Persercsn Torbaras‘ynng Sebagian Sahamnya Dimiliki olei
" Nogara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinear
Baden Usaha Milix Negara”, bersama iai kami sampaikan bahwa sambil menunggt
“kelentuan lebih lanjut oleh Mentsri Keuangan tentang penggunaan dana PUKK
maxa penyalwran dana PUKK  dar laba takun 1999 tetap mengacu pad:
Keputusan Menteri Keuangan Nomor » 316/KMK.016/1994 tanggai 27 Juni 1994

jo No. 60/KMK.01¢/1996 tanggal 9 Pebruari 1996, jo No. 26G/KMK.016/1997 tangga
11 Juni 1997, -

Demikian kami sompaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terirma kasih.

*mousan : :
Menter Negara Kaperasi dan PXM: : %
Menter Negara Penanaman Moda] dan Pembinaan BUMN ™
Sekrotaris Jonderal Dapartemen Keuangan

OKepela Biro Tata Usaba BUMN, Departemen Keuangan;

2515073328
L CHW T darg 4% S 75
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DEPAKTEMEN KEUANGH

Jalan Lapangan Banteng Timur Noinor 2-4
Jakara 16710
Kotak Pas 21

AN IULPUB LS INDONLS LA

Telepon @ 344.9230 (20 saluran)
Teleks t 44319
Faksimile : 345-3710

Srior : S- 40/MK.S/2001
3mpiran -

erihal : Pengelolaan Dana PUKK
epada yth,

ireksi PT Telkom Tbk

l. Japati No. 1 :

andung 40133

Menunjuk surat Saudara Normor

opember 2000 perihal lersebut diatas dq

2ribul :
Pada prinsipnya kami dapat menyetuj
Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
dari bagian labz Pemerin'zsh RI
pelaksanaannya agar lerlebin dahuiy
lainnya.

Cana PUKK tersebul mulai digunakan ¢

buku 2000. Sedangkan dana FUKK
Indonesia.

Usulan penelapan alokasi dana dan
dana PUKK oleh Direksi disampaikan ke

Oemikian disampaikan, atas perhatias

nbusan ylh,

Menteri Keuangan:
Direksi PT Pos Indonesia:
Komisaris PT Telkom Tbk.

-

20 Maret 2001

| TEL.174/UMS510/SEK-00/2000 tanggal 23

engan  ini kami sampaikan hal-hal sebagai

ui permohonan Saudara untuk melakukan
(PUKK) melalui sumber dana yang berasal
>eda PT  Telkom T Narun da'am
mendapat perselujuan Pemegang Saham

dari pembagian laba PT Telkom Tbk tahun
sebeiumnya telap dikelola oleh FPT Pos

aporan pertanggungjawaban penggunaar
pada Menteri Keuangan .

N Saudara kami ucapkan terima kasih.

n. Meanteri Keuangan

. ..-'_:;--‘Qi_l_.’f_ak_tur.Jenderal_.Pg_mbinaan BUMN - .

—

. '-':‘.\!y‘orij'an Tjager
__fs_lil?.}ijBOOﬁ‘l 275

.t
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:S8PM P1
MMEG PEUMN FHONE ND. 1 92134833212 Oct. 87 2001 18:S8
Mzl PEUR . S

!z/ — by ey S
fe P
FAVIHE I MG Cia s
sk assidian, FAILYE 0 oy,
Nomor D $=20/M - BeMn/ 260! Cl Cetobe, 2001
Lampiran . .
.Perihal + Dana PUKK dari divid e bagian Pemerintah yang

berasal dari laba bersih PT Telkom, Tbk tahun 2000

Kepada Y.

Direksi PT Telkom, Tbk
JI. Jzpati No. 1
Bandung 40133

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikyt
1. Menunjuk hasil keputusan RUPS pT Tlelkom, Tbk tahun 2001
yang anlara lain rnenelapkan penggunaan laba bersih tah
Pemarintah RJ yang berasal dari laba Hersih PT Telkom,Tbk t
untuk dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) seb

pada tanggal 10 Meij 2001,
un buku 2000, agar dividen
ahun buku 2000 dialokasikan
esar 1% dari laba bersih.

2. Sesuai dengan sural Menteri Keuangan Nomor -
perihal Pengelolaan Dana PUKK yang ditujukan k
PUKK dari bagian laba Pemerintah tersebut dilaksanakan sendiri oleh PT Telkom. Tbk
Unluk ituy, 3gar Saudara segera menyampaikan

usulan penelapan alokasi dana PUKK
tahun 2001 termasuk wilayah binaan dari PT Telkom, Tbk kepada Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara. _ X

S-40/MK.5/2001 tanggal 20 Maret 2001
e€pada Saudara, maka pengeiolaan dana

Demikian kami sarnbaikan, alas perhatllan Saudara éiiucapkan terima kasih,

Menteri Negara

Tembusan :
1. Mentari Keuangan : o "
2. Sekretaris Menteri Negara BUMN

3. Direksl PT Pos Indonesia
4. Komisaris PT Telkom, Thk



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

T- 20

Tekad meraily prestasi dunia

T Mebagr 1t Aod
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
NOMOR|: KD. 26 /PS150/SDM-10/2001

TENTANG

DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

Menimbang : a. bahwa s hubungan dengan dialihkannya kembali ‘pengelolaan
dana pembinaan usaha kecil di bawah kendali TELKOM, maka
ncang lagi strategi pengelolaan dana pembinaan
kecil, sehingga efektif dan selaras dengan
perkembangan dinamika lingkungan bisnis secara makro ;

b.  bahwa guna mewujudkan strategi sebagaimana butir a di atas,

maka perlu dilakukan penjajagan pola pengelolaannya secara
ehingga pengelolaan dana pembinaan usaha kecil
dapat memberikan kualitas interelasi bisnis dengan Pengusaha
Kecil serta dapat mewujudkan perimbangan dalam hal Good
Citizenship, transparansi proses pengalokasian
dananya, | serta multiplier effect bagi bisnis TELKOM pada
industri telekomunikasi nasional ;

alam rangka proses penjajagan sebagaimana

pada butir b di atas, maka dipandang: periu
membentuk organisasi proyek " dalam rangka- persiapan
Pengelolaan Dana Pembinaan Usaha Kecil, yang ditetapkan
dengan Keputusan Direksi :

Mengingat- 1. Undang-Updang =~ Nomor 36 tahun 1999, tentang
Telekomunikasi:

2. Anggaran| Dasar Perusahaan ~Perseroan ‘(PERSERO)
PT. Telekpmunikasi Indonesia, Tbk. yang telah diumumkan
dalam Berita Negara R.I. Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, -
Tambahan Berita Negara R.|. Nomor 210, sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam
Berita Negara R.I. Nomor 2 tanggal 17 November 2000,
Tambahan|Berita Negara R.l. Nomor 336.

EMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN _
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk TENTANG PROYEK

— PENGELOLAAN DANA PEMBINAAN USAHA KECIL. e Ba
_ T — Pasal 1/.....

L TELEKOMUNIKASI !NDONESI’A,-Tbk. - KAN_]TOR PERUSAHAAN

dapatiNo. 1 Telp. :62 - 22 - 4521510 Fax.:62-22-4240313 Bandung 40133 - Jndonesia
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(1)

- (2)

Hetletman - 2

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud citetapkannya Keputusan ini adalah untuk memberikan kerangka
langgung jawab bagi penyelenggaraan aktivitas penjajagan pola pengelolaari
dana pembinaan usaha kecil (PUK), mengingat bahwa pengelolaan dana PUK
akan berinte-2lasi dengan| pihak eksternal berikut tanlangannya yang terkait
dengan aspek-aspek transparansi, perimbangan prioritas kepentingan bisnis,
serta regulasi ;

Tujuan ditetapkan Keputusan ini adalah untuk dapat memperoleh bentuk dan
mekanisme pengelolaan dana pembinaan usaha kecil yang efektif sehingga
mampu memberikan kualitas intereiasi bisnis dengan Pengusaha Kecil dalam
rangka mewujudkan pefimbangan pada tujuan-tujuan Good Corporate

““Citizenship, transparansi proses pengalokasian dananya, serta multiplier effect

bagi bisnis TELKOM'pada industri ielekormunikasi nasional, melaiui tahap-tahap
pembeniukan unit pengelolanya, yang diselaraskan dengan perkembangan
situasi serla kapabilitas TELKOM :

Pasal 2
Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab

Jnit Sraanisasi Prcyek Fermgelolaan Dana Pembinaan Usaha Kecil selanjutnya
disebu! cengan Proyex PUK aczlah unit crganisasi yang bertanggung jawab
atas penyiapan model pengelolaan PUK, melzlui perancangan mcdel,
penjajagan barbagai requlasi dan isu-isu straiegis yang relevan, serta
oenyelengearaan pilot-projects penyelerggeraan PUK ;

Pembentukan Proyek PUX|merupakan bagian aari tahapan pembentukan unit
pengclola PUK yang nantinya akan ditetapkan sebagai organisasi penerus dari
Proyzk PUK, sehingga Proyek PUK diberikan peran untuk menyiapkan bentuk
pengelolaan Dana Pembinaan Usaha Kecil PUK;

Proyek PUK dipimpin oleh| seorang Keoala Proyek (disingkat KaPRO ) yang
bertangqungjawab kepada Dircktur SDivi ;

Lingkup tugas Proyek PUK :
a.  Perancangan Paket & Model PUK, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan :

1. perumusan paket-paket PUK ; -

2. pengembangan alternatif model-model PUK ;

3. penyusunan paket-paket kesisteman, kebijakan, disain proses dan
e'rategi fungsional;

4. perancangan mek

isme kontrol dan pengendalian ;

b. Perintisan/ .....
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b. Perintisan mekanisn

Halaman : 3

£y

e pengelolaan, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan

1. Penjajagan atyran-aturan yang menjadi frame work bagi

penyelenggaraan

usaha kecil di berbagai wilayah, dan kepada

berbagai pihak [terkait, sehubungan dengan implementasi otonomi

daerah ;

2. Perintisan bentuk pengelolaan yang diperlukan dalam rangka distribusi

bantuan kepada
lokasi pengusaha

pengusaha kecil sehubungan dengan penyebaran
kecil di seluruh wilayah Indonesia :

3. Penjajagan berbagai altematif bentuk unit pengelolanya sehubungan

dengan pengatt

ran kewenangan, oforitas, fleksibilitas operasional,

serta efektifitas implementasinya ;
4. Perancangan tata hubungan dengan Unit-Unit Organisasi TELKOM di

wilayah ;

G Pengelolaan Pilot Project, yang terdiri atas kegitan-kegiatan
1. penyiapan usulan lokasi pilot project dan pemilihan model PUK yang

sesuaj ;

Z. supervisi penyuspnan rencana aktivitas ;
3. pengukuran dan pvaluasi keberhasilan implementasi :
4 memberikan masukan-masukan penyesuaian kepada pengelola pilot

project ;
5. pelaporan dan r

a. Perumusan rekome

omeéndasi ;

ndasi mengenai model dan bentuk efektif dari

- organisasi penerus yang akan menangani proses PUK, setelah diperoleh
hasil evaluasi implementasi Pilot Proyek ;

Proyek PUK adalah unit orga
selama 9 (sembilan) bulan ter

Pasal 3
- Jangka Waktu ’
iéasi yang bersifat temporer dan berjangka waktu
itung sejak ditetapkapnya Keputusan ini ;

Pasal 4
Tempat Kedudukan

Proyek PUK berkedudukan di Bandung ;

=] O
Bagan Struktur Organisasi P
Lampiran 1 Keputusan ini.

" —

Pasal 5
Struktur Organisasi

royek PUK adalah. sebagaimana 'iercan'tum_dalam

Pasal 6/ .....
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Halaman - ¢4

Pasal 6
Daftar Posisi dan Formasi

(1) Daftar Posisi dan Formasi BDM Proyek SIMSDM adalah
tercanium dalam Lampiran 2 Keputusan ini :

sebagaimana
(2) Guna fleksibilitas operasional Serta optimalisasi SE)M, KAPRO PUK diberikan

kewenangan untuk menetapkan posisi dan formasi SDM pada posisi di bawah
masing-masing koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ;

Pasal 7
FPerutup

(1) Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan
Direksi Nomor KD. 30/ p31sn; SDM-10/ 97, tanggal 7 Juli 1337. tentang
Penyarapurnaan Organisasi Kantor Ferusahaan ;

(2) Apabi'a diperlukan perubahan jangka wakty proyek sebagaimana dimaksud
dalem pasal 3 akan ditetapkan kefnudian dengan Keputusan Direksi tersendiri ;

(3). Keputusan ini mulaj beﬂa}gu sejak tanggal ditetapkan .

i .Ditetapkandi : Bandun g
Padatanggal : 23 Juli 2001

a.n. DIREKS| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
' "DIREKTLUR UTAMA,

Afop

MUHAMMAD MAZIF-

NIK. : 451267

Tembusan Keputusan
ini disampaikan Kepada : =F
Sdr. Anggota Direksi

Sdr. SEKPER .
Sdr. Ka. Internai Auditor
Sdii. Ka. 30G

Sdr. Para Vice President/ setingkat di Kantor Perusahaan
Sdr. Para AVP./ setingkat di Kantor Perusahaan.
Sdr. Para Kepala Divisi. o

NOO AW
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PENETAPAN TINGKAT BUNGA PINJAMAN
SISTEM KONVENSIONAL DAN
1| BAGI HASIL SISTEM SYARIAH UNTUK
- PEMRBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
PERIODE 2001/2002

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO )
PT. TELEKOMUNIKAS! INDONESIA, Thk.
Nomor : KD. 34/ RR 000/ PUK-00 / 2001
Tanggal 30 Nopember 2001
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F-2.01

Tekad .;|i‘|-1 preseasi dunia

S‘CX:A }1‘1{«;/‘-1‘»; rq-f\X(:

KEPUTUSAN DIREKSI PER USAHAAN PERSERCAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
NOMOR : KD|34. /PR 030/PUK-00/2001

TENTANG

PENETAPAN TINGKAT BUNGA PINJAMAN SISTEM KONVENSIONAL
ODAN BAGI HASIL SISTEM SYARIAH
UNTUK PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KCPERASI
-PERIQDE 2001/2002 AN -

DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO )
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA T3K

Menimbang - & behwa dalam rangka mendorong kegiatan usaha
Pengusana Kecil dan koperasi ager lebin kompetitif aan
eficier, maka periu penetapan tingkat bunga pinjaman

secara konveénsions! maupun bag: hasil Secara kor.ls_ep
Svariah.

b. beahwa. untuk kepentingan sebagaimana tersebut dalam
nuraf a periu diztur czlam surai Keputuszan Cireksi

Mengingat o 1. Keputusan Mehier Keuzngan R.i; Nomor 316/KMK016/1994
- tanggal 27 Juli 1994 teniang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil

Can Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dan Bagian Laba
Badan Usaha Miiik Negara.

2. Kepulusan Mepteri Keuangan R.. Momor 60/KMKQ16/1955

h tanggal 9 Februgri 1996 tentang Perubahan Pasal 3 Keputusan
Manten Keuangan R.I. Nomor 316/KMK 016/1994 tentang
Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui

Pemanfazian Dana dar Bagian Laba Badan Usaha Milik

Negara.

3. Keputusan Menleri Keuangan R.I. Nomor 266/KMK 016/1997

tanggal 11 Juni| 1997 tentang Perubahan Pasal 1 Keputusan

Menteri Keuangan R.I. Nomor 316/KMK 016/1994 tentang

Pedoman Pembinaan Usaha KKeci dan Koperasi melalui

—  Pemanfaatan Dana bagian dari Laba Badan Usahs Milik
Negara.

'T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tisl:. - KANTOR PERUSAHAAN
!

JapaliNe 1Tein :62-22. 4521510Fer 27.22. 2240313 Zzdunn £

1% L lmdrsssia
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